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ABSTRAK 
 
 
 Naely Syifa Fauziyah, NPM 5116500136, “PERLINDUNGAN HUKUM 
BAGI ARTIST YANG DI ENDORSE PRODUK ATAU  JASA YANG 
MELANGGAR HUKUM” Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, 
Universitas Pancasakti Tegal. 
 Penelitian ini berjuan untuk mengkaji persoalan Hukum perjanjian 
endorsement dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum bagi artist dalam 
perjanji endorsement. 
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris, yaitu 
penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan adanya penambahan dari 
berbagai unsur empiris. Penelitian ini juga melakukan pendekatan peraturan 
perundang – undangan (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual 
Approach). Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data 
sekunder yang terbagi menjadi tiga, yaitu bahan primer, bahan sekunder, dan bahan 
hukum tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian 
kepustakaan dan juga pengamatan dari berita – berita media kemudian 
menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dengan menarik 
kesimpulan untuk menentukan hasil. 
 Hasil penelitian menyatakan bahwa hukum dalam perjanjian endorsement 
dinyatakan sah dan mengikat sebagai undang – undang bagi para pihak sepanjang 
memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata. 
Serta syarat sah perjanjian elektronik pasal 47 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 
82 tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), 
Sah demi hukum apabila tidak termasuk dalam ketentuan – ketentuan klause baku 
yang dilarang berdasarkan Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen (UUPK), serta tidak terjadi perbuatan melawan hukum 
yang mana tidak dibenarkan menurut undang – undang, kesusilaan, dan ketertiban 
umum. Adapun cara penyelesaian sengketa dalam perjanjian endorsement dapat 
melalui tiga cara, yaitu meminta pertanggungjawaban pembatalan perjanjian ke 
pengadilan negri, dapat meminta pembayaran kerugian kepada pihak produsen 
dengan melakukan Wanprestasi, dan dapat pula mengadukan ke Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen. 
Kata Kunci : Endorsement, Perjanjian Baku, Wanprestasi. 
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Abstrac 
Naely syifa faujiah, NPM 5116500136, “LEGAL PROTECTION FOR 
ARTIST ENDORSE PRODUCTS OR SERVICES IN VIOLATION OF LAW” Law 
study program. Faculty of law, pancasakti Uviversity, Tegal. 
 This study aims to examine the legal issue of endorsement agreements and 
also find out legal protection for artists in endorsement agreements. 
 This researsh uses empirical normative research, which is a combination of 
normative legal research with the addition of various empirical elements. This study 
also takes a statutory approach and a conceptual approach. The data sources used 
are primary data and secondary data which are devided into three, namely primary 
material, secondary material, and tertiary legal material. The method of data 
collection is done by library research and also observations from the news media 
then connect theories related to the promblem by drawing conclusions to determine 
the results. 
 The results of the study stated that the law in the endorsement agreement 
was declared valid and binding as a law for the parties as long as it fulfilled the 
legal requirements of the agreement contained in article 1320 of the civil code. As 
well as the legal requirements for electronic agreements article 47 paragraph (2) 
goverment regulation number 82 of 2012 concerning providers of electronic system 
and transactions (PP PSTE), legally by law is not included in provisions of standard 
clauses that are prohibited under law No 8 of 1999 regarding consumer protection 
(UUPK), and public order. The way to settle for accountability of the cancellation 
of the agreement to the state court, can request payment of loses to the producer by 
conduction of the agreement to the state court, can request payment of losses to the 
producer by conduction Defaults, and can also complain to the consumer dispute 
settlement agency. 
Keyword : endorsement, standard agreement, Default. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang Masalah 
       Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari 
perdagangan bisnis yang sehat . dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat 
keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen.  
Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada 
pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh 
produsen merupakan jenis produk yang terbatas ,produsen dapat 
menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal ini tentu saja 
akan merugikan konsumen. Kerugian-kerugian yang dialami oleh 
konsumen tersebut dapat timbul akibat dari adanya hubungan hukum 
perjanjian antara produsen dengan konsumen,maupun akibat dari adanya 
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.1 Bisnis online 
pada dasarnya sama seperti kegiatan bisnis yang di kenal sehari-hari. 
Adapun perbedaannya adalah dalam bisnis online segala kegiatan bisnis di 
lakukan secara online dengan menggunakan aplikasi-aplikasi dan media 
sosial yang di sediakan internet. Yang akan dibahas peneliti dalam,  
penelitian ini khususnya adalah media sosial Instagram. Media sosial 
merupkan salah satu perkembangan teknologi yang memiliki andil besar 
dalam memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi. Media 
                                                          
       1Miru Ahmadi Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia: Pt.Raja 
Grafindo Persada 2011 hlm 21 
        2Wikipedia, Media sosial, https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diakses pada 24 Maret 
2018 
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sosial adalah sebuah media online dimana para penggunannya bisa dengan 
mudah berpartisipan, berbagai dan menciptakan isi liput blog, jejaring 
sosial, forum dan dunia virtual yang digunakan oleh masyarakat di seluruh 
dunia. Bukan hanya bisa digunakan untuk bersosialisasi saja, masyarakat 
juga bisa menfaaatkan seperti berjualan. 
Instagram merupakan sebuah aplikasi berbasis jejaring sosial untuk 
mengambil foto dan video, menerapkan sebagai filter, dan membagikanya 
ke berbagai media sosial, termasuk melalui Instagram itu sendiri.2 Namun 
fenomena yang terjadi sekarang ini, selain di gunakan sebagai akun pribadi, 
akun Instagram juga banyak di gunakan sebagai media berjualan secara 
online. Di mana sebagai Online Shop membuat suatu akun yang berisi foto 
barang daganganya dan calon pembeli dapat melakukan pemesanan barang 
dengan mengomentari foto barang yang diinginkan atau dengan 
menghubungi langsung kontak pemilik online shop yang tertara pada 
biodata akun instagram tersebut, Seperti banyaknya online shop yang 
bermunculan membuat persaingan usaha dan bisnis semakin tinggi di antara 
para pedagang, sebab calon pembeli mempunyai banyak pilihan tempat 
untuk berbelanja melalui Instagram. Maka, pemilik online shop pun 
belomba-lomba menarik perhatian konsumen dengan berbagai cara. Salah 
satu cara yang banyak di gunakan oleh pemilik bisnis online shop saat ini 
agar mendapat perhatian konsumen ialah dengan menggunakan jasa artis di 
                                                          
       3Admin, Instagram, https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram#cite_note-nov2010-4 diakses pada 
23 October 2019 
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Instagram, atau bisa disebut “selebgram” untuk mempromosikan barang 
dagangan di online shop miliknya, hal inilah yang disebut dengan endorse 
atau endorsement. 
Endorsment merupakan salah satu cara pelaku usaha untuk 
mengiklankan barangnya dengan menggunakan jasa orang lain, biasanya 
para artis atau tokoh tertentu yang dianggap penting atau berpengaruh. Di 
media sosial banyak sekali artis yang menggunakan suatu produk dalam 
postingan foto dengan menuliskan keterangan mempromosikan produk 
beserta nama pelaku usaha online tersebut atau disebut online shop. dengan 
kata lain, arti endorse adalah jenis promosi tertentu yang memanfaatkan 
selebriti atau seorang profesional untuk mengatakan hal baik tentang sebuah 
merek, produk atau layanan. Dari sisi pemilik produk atau brand tentu akan 
mendapatkan keuntungan karena memakai nama orang terkenal untuk 
mempromosikan produk/ brand miliknya. 
Endorsment atau public figure bekerja untuk memasarkan produk  
berdasarkan perjanjian kerja sama endorse dengan pelaku usaha. Perjanjian 
kerjasama endorse adalah perjanjian di mana pelaku usaha berkewajiban 
untuk memberikan prestasi berupa fee atau pembayaran atas promosi yang 
dilakukan oleh Selebgram tersebut atas barang yang dijual oleh pelaku 
usaha. Sedangkan Selebgram harus melakukan suatu prestasi berupa 
mempromosikan produk milik pelaku usaha, bahkan kerap kali para pelaku 
usaha meminta Selebgram untuk menimbulkan kesan bahwa produk yang 
dipromosikan tersebut merupakan produk yang baik, aman dan berfungsi 
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baik. Dengan semakin majunya zaman, masyarakat menjadikan kosmetik 
sebagai kebutuhan. Faktor inilah yang mendorong pelaku usaha yang tidak 
mempunyai iktikad baik untuk tetap menjalankan bisnisnya walaupun 
produk kosmetik yang diperdagangkan dapat memberikan efek buruk bagi 
konsumen dan juga akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya 
perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen.3 
Sistem Endorsement di dasari oleh perjanjian endorsement antara 
pemilik bisnis online shop dengan artis yang di gunakan. Pemilik bisnis 
yang nantinya akan menggunakan jasa endorse ini di sebut Endorsee. 
Sedangkan pihak artis yang akan meng-endorse disebut Endorser. Endorser 
dapat menolak ataupun menerima tawaran tersebut, apabila Endorser 
bersedia melakukan endorse, Edorser akan mengajukan syarat dan 
ketentuan untuk melakukan endorse, dan pihak online shop harus 
menghormati ketentuan yang di tetapkan oleh endorser. Setelah mendapati 
kesepakatan kedua belah pihak, maka timbullah hak dan kewajiban oleh 
para pihak yang harus di laksanakan sesuai dengan isi perjanjian 
endorsement tersebut. 
Perjanjian online ini tidak diatur dalam undang-undang secara khusus, 
tetapi ia tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian endorsement 
ini dapat juga disebut sistem perjanjian online, karena perjanjian model ini 
menggunakan data digital sebagai pengganti kertas dan data digital itu 
                                                          
       3Miru Ahmadi, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, Jakarta, 
PT. Raja Grafindo Persada, 2011 hlm 32 
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berfungsi sebagai media dari perjanjian online. Salah satu keuntungan dari 
perjanjian online adalah meningkatkan skala efisiensi, terutama bagi 
perusahaan-perusahaan dan perorangan yang menajalankan aktivitas bisnis 
secara global.4 Dalam perkembanganya, perjanjian endorsement saat ini juga 
menimbulkan banyak masalah, contoh nya Karin Novilda atau yang biasa di 
sebut @Awkarin di Instagram menuai kontroversi lantaran meng-endorse 
produk pembesar payudara Ilegal berbentuk suntikan silicon. Langkah ini 
sebagai upaya proteksi kepada masyarakat atas produk yang beredar di ranah 
digital agar dipastikan aman, sehat dan halal. Dengan adanya kasus diatas kita 
harus mengetahui pula Perlindungan Hukum yang di dapat oleh Artis 
tersebut. 
2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan 
sebagai berikut : 
a. Bagaimana Pengaturan Hukum bagi Produk atau Jasa Endorse yang 
melanggar hukum? 
b. Bagaimana perlindungan hukum Artist yang telah di Endorse barang 
ilegal tersebut? 
  
                                                          
       4Imam Sjahputra,Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik,  Bandung PT.Alumni  
2010, Hal 1 
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3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 
1. Untuk mendekripsikan Peraturan Hukum bagi Produk atau Jasa 
Endorse yang melanggar hukum. 
2. Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap Artist yang telah di 
Endorse barang ilegal tersebut. 
4. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan input baik secara 
teoritis maupun secara praktis: 
a. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, Pengembangan Ilmu ini diharapkan dapat bermanfaat 
untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab 
permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses endorsement 
barang ilegal 
b. Manfaat Praktis 
Upaya Pengembangan Ilmu dalam memperoleh hasil Penelitian didalam 
masyarakat. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang 
timbul dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dalam proses 
endorsement barang ilegal 
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5. Tinjauan Pustaka 
Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan 
dilakukan penulis sebagai berikut: 
1. Isetyowati Andayani, Raden Besse Kartoningrat (2019) Perlindungan 
Hukum Terhadap Artis Dalam perjanjian Endorsement5, Perjanjian 
endorsement merupakan    bentuk    baru    dalam    hukum  perjanjian,  
sehingga  perjanjian  ini  memiliki  ciri  khas  yang  berbeda  apabila 
dibandingkan  dengan  perjanjian  yang  lainnya.  Hal  ini  disebabkan  
karena perjanjian ini melibatkan bentuk transaksi online akibat adanya 
perkembangan teknologi dan informasi di dunia khususnya di Indonesia. 
Aturan dalam perjanjian endorsement ini tidak terdapat di KUHPerdata, 
sehingga dapat dikatakan merupakan perjanjian tidak bernama. 
Perjanjian ini merupakan  perjanjian  kerjasama  anyata  endorsee  
sebagai  pelaku  usaha  dan pebisnis yang mempekerjakan endoser, yaitu 
orang terkenal atau  seniman untuk mempromosikan produk mereka 
dengan mendapatkan  pembayaran. Sehingga terdapat perikatan diantara 
mereka yang lahir akibat perjanjian dan terikat hubungan hukum guna 
memberi dan menerima suatu prestasi. Apabila ada salah satu diantara 
mereka  yang tidak melaksanakan prestasi atau ingkar janji atau 
                                                          
       5 Andayani,Isetyowati, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Artis dalam Perjanjian   
Endorsement  Jurnal Ilmu Hukum, diakses pada 24 Maret 2018 
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wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan 
gugatan wanprestasi. 
Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa penelitian 
hukum yang telah di lakukan tersebut fokus kepada Perjanjian 
endorsement. Persamaan dalam skripsi ini adalah sama sama membahas 
perjanjian online melalui media sosial, yang membedakan antara 
penulis lakukan dengan penelitian diatas adalah penulis lebih fokus 
pada penyelesaian padaa perlindungan Artis yang di endorse barang 
Ilegal. 
2. Elizabeth ( 2019 ) Tinjauan Yuridis Kedudukan Para Pihak Dalam 
Pernjanjian Endorsment Melalui Media sosial Dan Tanggung Jawabnya 
Dalam Melindungi Hak Konsumen Dari Produk Endorment. 
Dalam dunia transaksi jual beli di era modern ini Indonesia mengenal 
yang namanya e-commerce dan perusahaan startup sebagai wadah baru 
untuk bertransaksi melalui jaringan internet. Kemunculan e-commerce 
memberikan pengaruh akan lahirnya toko online yang dalam prakteknya 
tidak terlepas akan kebutuhan untuk endorsement guna 
memperkenalkan produknya kepada khalayak luas. Demi memperoleh 
keuntungan seringkali penjual dan juga pelaku endorsement tidak 
memperhatikan produk yang dijualnya bahkan menyatakan seolah-olah 
produk tersebut layak konsumsi padahal nyatanya hal itu belum 
dibuktikan secara langsung baik oleh penjual maupun pelaku 
endorsement dan alhasil berdampak merugikan bagi konsumen yang 
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tidak hanya sekedar butuh namun juga termotivasi dari endorsement 
yang dilihatnya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang 
sifatnya deskriptif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan 
juga pendekatan undang-undang. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, 
sekunder, dan tersier. 
Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa penelitian 
hukum yang telah di lakukan tersebut fokus kepada Pernjanjian 
Endorsment Melalui Media sosial Dan Tanggung Jawabnya Dalam 
Melindungi Hak Konsumen Dari Produk Endorment. Penelitian yang 
membedakan antara penulis lakukan dengan penelitian diatas adalah 
penulis lebih fokus pada penyelesaian padaa perlindungan Artis yang 
di endorse barang Ilegal dan yang menyamakan adalah penulis sama 
sama mengkaji perjanjian di media sosial dan tanggung jawabnya 
kepada konsumen. 
3. Octoviana Carolina, Suradi, Aminah ( 2017 ) Perlindungan Hukum 
untuk Artis dalam mempromosikan iklan menyesatkan dalam Transaksi 
jual Beli Online Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen. Manusia, sebagai makhluk sosial, selalu 
dihadapkan dengan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk 
dapat memenuhi kebutuhan secara cepat dan efisien, manusia 
melakukan transaksi jual beli. Manusia akhirnya menggabungkan 
kegiatan jual beli dengan teknologi untuk menciptakan transaksi jual 
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beli online melalui internet. Hal ini membawa dampak positif maupun 
dampak negatif. Dampak positif dalam jual beli online yakni membawa 
kemudahan dalam bertransaksi sehingga setiap orang dapat melakukan 
transaksi di mana saja dan kapan saja. Namun dampak negatifnya adalah 
adanya kesenjangan antara hak dan kewajiban dari para pihak, baik itu 
penjual maupun pembeli. Penting bagi kita untuk melihat implementasi 
dari asas keseimbangan dalam transaksi jual beli online serta 
mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi 
jual beli online. menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa implementasi atau penerapan asas keseimbangan 
sudah mulai dirasakan adanya oleh masyarakat yang melakukan 
transaksi jual beli online. 
Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa penelitian 
hukum yang telah di lakukan tersebut fokus kepada Perlindungan 
Hukum untuk Artis dalam mempromosikan iklan menyesatkan dalam 
Transaksi jual Beli Online Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen. Penelitian yang menyamakan adalah sama 
sama mengkaji Perlindungan hukum untuk Artis dalam 
mempromosikan sebuah iklan dan yang membedakan antara penulis 
lakukan dengan penelitian diatas adalah penulis lebih fokus pada 
penyelesaian pada perlindungan Artis yang di endorse barang Ilegal. 
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6. Metode Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
       Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis 
penelitian Library Reasearch, Jenis penelitian Library Reasearch 
adalah Penelitian yang menggunakan data sekunder, yang sumber 
datanya akan diperoleh dari dokumen, Penelitian ini menggunakan 
Library Reasearch karena judul saya mencari perlindungan hukum 
untuk Artis yang di endorse produk atau jasa ilegal  jenis penelitian ini 
mencari dari sumber data-data dan di dapatkan dalam literatur-literatur 
dan sumber-sumber, berita dan bukan dengan lapangan atau sanksi 
mata.  
b. Pendekatan Penelitian 
       Penulis akan menggunakan pendekatan Normatif, Pendekatan 
normatif yaitu meninjau permasalahan hukum secara normatif boleh 
atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
6 pendekatan yang di gunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada 
data-data yang di terima oleh peneliti untuk dikaji boleh atau tidak 
boleh. Di gunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk 
mengerti atau memahami gejala yang di teliti.7 Penelitian yang di 
lakukan oleh penulis lebih ditunjukan kepada pendekatan undang-
undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah 
                                                          
       6Amirudin dan Zainal Asykin, PengantarMotode Penelitian Hukum, hlm 12 
       7Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 32   
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semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan 
Perlindungan Hukum Bagi Artist yang di endorse barang ilegal. 
c. Sumber Data 
       Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah 
sumbe  r hukum sekunder. Sumber hukum sekunder adalah sumber data 
penelitian yang di peroleh melalui media perantara atau secara tidak 
langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip 
baik yang dipublikasikan maupun yang tidak di publikasikan secara 
umum8 
Adapun cara penulis mendapatkan sumber hukum sekunder dari 
literasi yang berupa : 
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); 
b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata); 
c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. 
d. Metode Pengumpulan Data 
       Dengan pengumpulan data serta bahan-bahan yang ada 
relevansinya dengan pembahasan ini, penulis menempuh cara dengan 
melakukan penelitian kepustakaan, penulis membaca dan meneliti 
peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-
artikel dalam berbagai media massa serta beberapa tulisan lain yang 
dianggap relavan dengan materi yang dibahas. 
                                                          
       8Amirudin dan Zainal Asykin, PengantarMotode Penelitian Hukum, hlm 32 
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e. Metode Analisis Data 
       Data yang di peroleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama 
proses penelitian akan disajikan dalam bentuk data sekunder, yang akan 
dianalisis secara kualitatif. Kualitatif adalah suatu analisis data yang 
tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistik, namun 
dilakukan melakui berbagai cara seperti interview dan komunikasi 
mendalam , observasi baik terlibat atau tidak, case study, pilot project, 
kelompok eksperimen,analisis teks,analisis grounded,grup terfokus, 
analisis documenter dan sebagainya9 kemudian di sajikan secara 
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 
tentang perlindungan Hukum Artis yang di endorse barang ilegal agar 
sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis Sehingga hasil 
dari penelitian ini nantinya dihaarapkan mampu memberikan gambaran 
secara jelas mengenai Perlindungan Hukum Artis yang di endorse 
barang Ilegal Pengolahan dan analisis bahan hukum yang diperoleh 
dalam penelitian ini kemudian dilakukan dengan cara mengkaji konsep 
dan ruang lingkup hukum yang berlaku dengan mengkaitkan undang-
undang yang mengatur permasalahan isu khususnya dalam kuh perdata 
dan undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
 
 
                                                          
       9Suteki dan Galang taufani, Metodologi Penelitian Hukum Filsafat,Teori dan Praktik, Depok : 
RajaGrafindo Persada, 2018,hlm.140 
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f. Sistematika Penulisan 
       Rencana laporan penlitian ini akan disusun dalam empat bab yang 
masing-masing saling berkaitan. Keempat bab tersebut sebagaii berikut: 
Bab I Pendahuluan Bab ini memuat Latar Belakang masalah,rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 
sistematika penulisan.  
Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini menguraikan tentang Negara 
Hukum, tinjauan tentang Hukum Perlindungan Konsumen. 
 Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini menguraikan 
Perlindungan Hukum Bagi Artis yang di endorse Prooducct atau Jasa 
yang melanggar Hukum. 
Bab IV Penutup. Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran 
mengenai hasil laporan penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 
1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 
Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah “suatu perbuatan 
dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 
orang atau lebih.” Namun pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 
KUHPerdata tersebut tidak jelas dan lemah. Ketidakjelasan pasal 
tersebut dapat dikaji dari beberapa pendapat para sarjana hukum. 
Berdasarkan pernyataan tersebut Abdul kadir Muhammad menyatakan 
ketidak jelasan dan kelemahan pasal tersebut dapat dikaji dari beberapa 
unsur yaitu lingkup perjanjian yang terlalu luas, padahal kontrak di sini 
adalah  dalam bidang bisnis/harta kekayaan yang mengandung nilai 
ekonomis. Perjanjian dari sepihak saja, hal ini dapat dipahami dari unsur 
definisi kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu 
pihak tidak dari kedua belah pihak.  Seharusnya unsur tersebut 
dirumuskan “saling mengikatkan diri”. Kemudian rumusan pasal tersebut 
tidak dinyatakan tujuan pihak-pihak mengadakan perjanjian sehingga 
untuk apa para pihak mengikatkan diri itu tidak jelas. Jika tujuan mereka 
tidak jelas, dapat menimbulkan dugaan tujuan yang dilarang undang-
undang, yang dapat mengakibatkan perjanjian batal”.10 
                                                          
       10 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, 
hlm. 289 
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Berdasarkan alasan tersebut Abdulkadir Muhammad memberikan 
definisi mengenai perjanjian yaitu “perjanjian adalah persetujuan dengan 
mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan 
suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan”.Selain itu 
Rahmat Setiawan pun menyatakan ada beberapa kelemahan dari 
pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu 
“hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja dan juga sangat luas, karena 
dengan dipergunakannya perbuatan tersebut harus diartikan sebagai 
perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan 
akibat-akibat hukum. Menambah perkataan saling mengikatkan diri 
dalam Pasal 1313 KUHPerdata.11 
Berdasarkan alasan tersebut perumusan perjanjian menurut Rahmat 
Setiawan menjadi “suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang 
atau lebih”. karena dapat mencakup perbuatan-perbuatan di dalam 
lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang merupakan perjanjian 
juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam 
KUHPerdata Buku III,  perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Buku 
III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai 
dengan uang”.12 Berdasarkan alasan yang dikemukan di atas, maka perlu 
dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Menurut 
                                                          
       11 Rahmat Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Bina Cipta, 1987, hlm. 49. 
       12 Mariam Darus Badrulzaman, E-Commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia, 
Op.cit.,,hlm.65. 
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Subekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 
seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling 
berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, kemudian dari peristiwa ini 
timbul suatu hubungan perikatan.13 
Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah 
hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) 
orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada 
pihak lain tentang suatu prestasi.14Menurut Syahmin AK, dalam 
bentuknya perjanjian itu berupa sesuatu rangkaian perkataan yang 
mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.15 
b. Syarat Sah Perjanjian 
 Perjanjian berisi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan pada syarat-
syarat itu perjanjian dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak-
pihak karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan 
kewajiban pihak-pihak dan cara melaksanakannya. Jika semua unsur 
ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang 
syarat-syarat perjanjian sah yaitu suatu perjanjian diperlukan empat 
syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan 
untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang 
halal, yaitu: 
                                                          
       13 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 5. 
       14 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni 1986, hlm. 6. 
       15 Syahmin, Hukum Kontrak Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 140. 
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1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Kesepakatan   
adalah sependapat pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. 
Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki 
oleh pihak yang lainnya. Persetujuan kehendak itu sifatnya 
bebas, artinya tidak ada paksaan, kekhilafan atau pun 
penipuan. 
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Berdasarkan 
Pasal 1330 KUHPerdata tak cakap untuk membuat suatu 
perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka 
yang ditaruh di bawah pengampuan, dalam hal-hal yang 
ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua 
orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat 
perjanjian-perjanjian tertentu. 
3)  Kecakapan untuk membuat suatu perikatan pada umumnya 
orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila 
ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun 
penuh, walaupun belum 21 tahun penuh, tetapi sudah pernah 
kawin, sehat akal (tidak gila), tidak di bawah pengampuan, 
dan memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain.16 
  
                                                          
       16 Abdulkadir Muhammad, Op.cit., hlm. 301.  
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4) Suatu hal tertentu. 
Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek 
perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus 
tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. 
5) Suatu sebab yang halal 
Suatu sebab yang halal, sebab adalah suatu yang 
menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong 
orang membuat perjanjian, tetapi yang dimaksud dengan sebab 
yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata itu bukanlah sebab 
dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang 
membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian 
itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai 
oleh pihak-pihak. 
Keempat syarat di atas merupakan syarat pokok bagi setiap 
perjanjian, artinya setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat 
ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah. Keempat syarat pokok ini 
dapat dikelompokkan dalam  dua kelompok, yaitu kelompok syarat 
subjektif dan kelompok syarat objektif.17 
 
                                                          
       17 Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 1993, hlm.44. 
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Syarat subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan dan 
kecakapan dari  pihak yang melaksanakan perjanjian, sedangkan 
syarat objektif meliputi objek yang diperjanjikan dan haruslah 
sesuatu yang tidak dilarang menurut hukum, tidak terpenuhinya 
salah satu unsur dari keempat syarat tersebut mengakibatkan 
cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan 
kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat 
pelanggaran terhadap syarat subjektif) maupun batal demi 
hukum (dalam hal tidak terpenuhinya syarat objektif).18 
B. Macam-Macam Perjanjian 
Perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi lima macam, dan 
perjanjian tersebut memiliki kriteria masing-masing. Perjanjian 
tersebut yaitu: 
ii.  Perjanjian dua pihak dan sepihak. 
Pembedaan ini didasarkan pada kewajiban berprestasi. 
Perjanjian dua pihak adalah perjanjian yang mewajibkan 
kedua belah pihak saling memberi prestasi, misalnya jual 
beli, sewa menyewa, atau tukar menukar. Perjanjian sepihak 
adalah perjanjian yang mewajibkan satu pihak memberi 
prestasi dan pihak lain menerima prestasi, misalnya 
perjanjian hibah dan hadiah. 
                                                          
       18 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan , Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 2003, hlm. 93. 
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iii. Perjanjian bernama dan tidak bernama. 
 Perbedaan ini didasarkan pada ada nama yang sudah 
diberikan oleh pembentuk undang-undang pada perjanjian 
khusus dan tidak ada nama. Pemberian nama diserahkan 
kepada praktisi hukum. Perjanjian bernama adalah 
perjanjian yang sudah memiliki nama tertentu yang 
dikelompokkan sebagai perjanjian khusus dan jumlahnya 
terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, 
hibah, asuransi, dan pengangkutan. Perjanjian bernama 
diatur dalam Buku III titel V-XVIII KUHPerdata dan diatur 
dalam KUHD. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian 
yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak 
terbatas. 
iv. Perjanjian obligator dan kebendaan. 
Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menciptakan 
hak dan kewajiban, misalnya jual beli, sejak terjadi 
persetujuan mengenai benda dan harga, penjual wajib 
menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga 
benda, penjual berhak atas pembayaran harga dan pembeli 
berhak atas barang yang dibeli. Perjanjian kebendaan 
adalah perjanjian untuk mengalihkan hak milik, seperti 
dalam jual beli, hibah, dan tukar menukar. Akan tetapi, 
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dalam perjanjian lain, seperti sewa menyewa, pinjam pakai, 
dan gadai hanya mengalihkan penguasaan benda. 
v. Perjanjian konsensual dan real. 
Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang 
terjadinya itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan 
kewajiban bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru 
tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban 
masing-masing pihak. Perjanjian real adalah perjanjian 
yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, 
yaitu pengalihan hak. Pada hukum adat, perjanjian real 
justru yang lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat 
bahwa setiap perjanjian yang objeknya benda tertentu, 
seketika terjadi persetujuan serentak ketika itu juga terjadi 
peralihan hak. Peristiwa ini disebut kontan (tunai). 
vi. Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga. 
Pada umumnya perjanjian yang diadakan oleh pihak-
pihak itu  adalah perjanjian antara pihak kesatu dan pihak 
kedua, yang mengikat pihak-pihak itu sendiri. Berlakunya 
perjanjian juga hanya untuk kepentingan pihak kesatu dan 
kedua. Akan tetapi, masih ada lagi perjanjian yang berlaku 
untuk kepentingan pihak ketiga. Pihak ketiga yang 
dimaksud antara lain ahli waris, orang yang mempunyai 
hak, dan orang-orang pihak ketiga. Para pihak yang 
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membuat perjanjian tidak dapat mengikat orang-orang 
pihak ketiga, kecuali apabila  pihak ketiga itu terikat karena 
ketentuan undang-undang, seperti ahli waris dan penerima 
wasiat. 
C. Pengertian Perjanjian Jual Beli. 
Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu 
perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar 
harga yang telah dijanjikan. Wujud dari hukum jual beli adalah rangkaian 
hak-hak dan kewajiban- kewajiban dari para pihak, yang saling berjanji, yaitu 
penjual dan pembeli. Biasanya sebelum mencapai kesepakatan, didahului 
dengan tawar menawar, yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadi 
persetujuan tetap. Sejak terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli 
tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh 
penjual dan pembeli. Jual beli merupakan perjanjian yang paling banyak 
diadakan dalam kehidupan masyarakat.19  Tujuan utama dari jual beli ialah 
memindahkan hak milik atas suatu barang dari seseorang tertentu kepada 
orang lain. 
i. Konsep jual beli. 
a) Subjek jual beli. 
Istilah jual beli menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang 
saling membutuhkan sesuatu melalui proses tawar menawar. 
                                                          
       19 Abdulkadir Muhammad, Op.cit., hlm. 317. 
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Pihak pertama disebut penjual dan pihak kedua disebut sebagai 
pembeli. 
b) Perbuatan jual beli. 
Perbuatan jual beli mencakup tiga istilah, yaitu 
persetujuan, penyerahan, dan pembayaran. Persetujuan 
adalah perbuatan yang menyatakan tercapainya kata sepakat 
antara penjual dan pembeli mengenai objek dan persyaratan 
jual beli. Penyerahan adalah perbuatan mengalihkan hak 
milik atas objek jual beli dari penjual kepada pembeli. 
Pembayaran adalah perbuatan menyerahkan sejumlah uang 
dari pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas benda 
yang diterima. 
c)  Objek jual beli. 
Benda yang menjadi objek jual beli harus benda 
tertentu atau dapat ditentukan, baik wujud, jenis, jumlah, 
maupun harganya dan benda itu memang benda yang 
boleh diperdagangkan. Benda yang dijualbelikan itu 
status nya jelas dan sah menurut hukum, diketahui secara 
jelas calon pembeli, dijual ditempat umum, dan tidak 
merugikan calon pembeli yang jujur. 
d)  Hubungan kewajiban dan hak. 
Hubungan kewajiban dan hak adalah keterikatan 
penjual untuk menyerahkan benda dan memperoleh 
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pembayaran, keterkaitan pembeli untuk membayar harga 
dan memperoleh benda. 
ii. Saat terjadi jual beli 
1.  Asas konsensual. 
Sesuai dengan asas konsensual yang menjadi dasar 
perjanjian, jual beli itu sudah terjadi dan mengikat pada 
saat tercapai kata sepakat antara penjual dan pembeli 
mengenai benda dan harga sebagai unsur esensial 
perjanjian jual beli. Ketika penjual dan pembeli 
menyatakan setuju tentang benda dan harga, ketika itu 
pula jual beli terjadi dan mengikat secara sah kedua 
belah pihak. Menurut Pasal 1458 KUHPerdata, jual beli 
dianggap sudah terjadi ketika penjual dan pembeli 
mencapai kata sepakat tentang benda dan harga 
meskipun benda belum diserahkan dan harga belum 
dibayar. Kata sepakat yang dimaksud adalah apa yang 
dikehendaki oleh penjual sama dengan apa yang di 
kehendaki oleh pembeli. 
2.  Persetujuan kehendak. 
Subekti menyatakan bahwa asas tersebut dapat 
disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur 
tentang unsur-unsur dan syarat-syarat perjanjian sah. 
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Salah satunya adalah persetujuan kehendak, atau 
kata sepakat antara pihak- pihak. Sejak tercapai kata 
sepakat, maka perjanjian jual beli itu sah dan mengikat 
kedua belah pihak untuk memenuhinya.20 
iii. Risiko dalam jual beli 
a.  Risiko dan keadaan memaksa. 
Risiko dalah kewajiban menjamin kerugian yang 
disebabkan oleh suatu peristiwa diluar kesalahan penjual dan 
pembeli. Masalah risiko merupakan akibat dari peristiwa 
keadaan memaksa yang terjadi di luar kesalahan penjual atau 
pembeli, yang menimbulkan munah atau rusak benda objek 
jual beli sehingga timbul masalah siapa yang bertanggung 
jawab atas kerugian yang timbul. 
b.  Pengaturan risiko. 
Menurut ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata, jika benda 
yang dijual itu berupa benda yang sudah ditentukan, sejak 
saat terjadi pembelian, benda tersebut menjadi tanggung 
jawab pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan 
dan penjual berhak menuntut harganya. 
 
 
                                                          
       20 Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Penerbit Alumni, 1985, hlm. 14. 
27 
 
 
 
c.  Pengaturan risiko tidak adil 
Menurut Subekti, penerapan Pasal 1460 KUHPerdata 
ini oleh masyarakat dirasakan tidak adil. Oleh karena itu, 
perlu dibatasi dengan menunjuk Yurisprudensi 
Mahkamah Agung Belanda yang menafsirkan Pasal 1460. 
Secara sempit menunjuk pada perkataan “benda tertentu” 
yang harus diartikan sebagai benda yang dipilih dan 
ditunjuk oleh pembeli dengan pengertian tidak dapat 
ditukar dengan benda lain, dengan membatasi berlakunya 
Pasal 1460 seperti itu, keganjilan sudah dapat dikurangi. 
d. Upaya Mahkamah Agung. 
Mahkamah Agung RI Melalui Surat Edaran Nomor 3 
Tahun 1963 yang ditujukan kepada semua hakim dan 
pengadilan menyatakan bahwa beberapa pasal dalam 
KUHPerdata, termasuk Pasal 1460 tidak diberlakukan lagi. 
Seharusnya diartikan risiko tetap menjadi beban penjual 
karena hak milik belum berpindah masih berada ditangan 
penjual. Hak milik baru berpindah kepada pembeli sesudah 
benda menurut tumpukan itu ditimbang, dihitung, atau 
diukur. Jadi, benda itu sudah dipisahkan dari tumpukan lain 
milik penjual dan penjual tidak boleh lagi menjual benda itu 
karena sudah dikuasai pembeli. Jadi, dalam hal ini wajarlah 
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jika risiko atas benda yang sudah dipisahkan itu menjadi 
beban pembeli. 
e.   Hak membeli kembali. 
Menurut Pasal 1519 KUHPerdata, hak membeli kembali 
benda yang dijual, bersumber dari janji yang ditetapkan 
oleh penjual untuk menerima kembali benda yang telah 
dijual dengan mengembalikan harga pembelian semula 
yang telah diterimanya disertai semua penggantian yang 
dinyatakan dalam Pasal 1532 KUHPerdata. Biaya yang 
dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan pembeli untuk 
pembelian dan penyerahan. 
Pasal 1520 KUHPerdata “hak membeli kembali tidak boleh 
diperjanjikan  untuk suatu waktu yang lebih lama dari lima tahun”. 
Namun, dalam hal transaksi jual beli elektronik waktu yang ditentukan 
untuk hak membeli kembali adalah sesuai kesepakatan. 
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum 
1. Pengertian Perlindungan Hukum 
Perlindungan Hukum Manusia merupakan makhluk sosial atau 
makhluk yang bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat 
mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya untuk dapat 
bertahan hidup. Sebagai makhluk sosial, maka secara sadar atau tidak 
sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan 
hukum. Sehingga, dalam menjalani kehidupannya manusia tidak dapat 
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terlepas dari hukum yang berlaku.Perbuatan hukum dapat diartikan 
sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau atas 
kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya 
diatur oleh hukum. Sedangkan hubungan hukum disini diartikan sebagai 
hubungan antara dua atau lebih subjek hukum.  
Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu 
bertentangan dengan pihak yang lain. Jadi dapat dikatakan hak dan 
kewajiban akan muncul ketika terjadi suatu hubungan hukum antara 
suatu pihak dengan pihak yang lain baik hubungan hukum secara 
langsung, maupun secara tidak langsung. Tiap hubungan hukum akan 
menimbulkan hak dan kewajiban yang saling berlawanan dengan kata 
lain masing-masing pihak yang ada dalam perikatan hukum akan 
memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhi.    
Apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka akan 
menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang ada didalam 
perikatan, sehingga untuk melindungi dan mengurangi konflik maka 
perlindungan hukum sangat diperlukan. Secara umum, perlindungan 
berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa 
saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu 
perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan 
oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.  
Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemerintah 
untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 
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kepada warganya agar hakhaknya sebagai seorang warga negara tidak 
dilanggar, dan yang bagi melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai 
peraturan yang berlaku.Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai 
perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:  
a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.  
b. Jaminan kepastian hukum.  
c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.  
d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.21 
Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, 
serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh 
subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. 
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen 
1. Pengrtian Perlindungan Konsumen 
  Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: “Perlindungan 
Konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian 
hukum untuk memberi perlindungan bagi konsumen.”22Pengertian 
konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang  Hukum 
Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yakni: 
                                                          
       21 Satjipto Raharjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, 
1999, Jurnal Masalah Hukum 
       22 Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: PT.Citra Aditya 
Bakti. 2014. Hlm. 7 
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“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, 
orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”  
  Hak dan Kewajiban Konsumen Hubungan hukum menimbulkan 
akibat   hukum berupa hak dan kewajiban. 
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 
konsumen mempunyai hak, yaitu: 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 
kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan; 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya  
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif; 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima 
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tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 
mestinya; 
i. Hak-hak yang diatur dalam  peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 
konsumen mempunyai kewajiban untuk: 
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 
keamanan  dan keselamatan; 
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang; 
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut 
C. Asas-Asas Perlindungan Konsumen  
Ada sejumlah asas yang terkandung di dalam usaha 
memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Perlindungan 
konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang 
terkait, masyarakat, pelaku usaha ,dan pemerintah berdasarkan lima 
asas, yang menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen ini adalah :23 
a. Asas Manfaat; 
b. Asas Keadilan; 
                                                          
 23 Ibid ., Hlm 26 
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c. Asas Keseimbangan; 
d. Asas Keamanan dan keselamatan konsumen; serta 
e. Asas Kepastian Hukum. 
Asas Manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat 
sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara 
keseluruhan. 24 
Asas Keadilan menghendaki bahwa melalui pengaturan dan 
penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan 
produsen pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan 
penunaian kewajiban secara seimbang.  
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 
adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada 
konsumen. Konsumen adalah orang yang mengkonsumsi barang atau jasa 
yang tersedia di masyarakat. Korban adalah orang yang mengalami 
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan 
oleh suatu pihak. Online shop adalah toko online yang mempermudah 
masyarakat untuk mendapatkan barang – barang yang mereka cari atau 
yang mereka inginkan. Hanya dengan membuka internet atau handphone 
saja kita bisa belanja tanpa harus keluar rumah. Selegram adalah sebuah 
sebutan yang diberikan kepada seorang pengguna media sosial instagram 
yang memiliki pengangum yang cukup banyak. 
                                                          
         24 Ibid, hal 26 
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D. Tinjauan Tentang Perusahaan 
1. Pengertian Perusahaan  
Istilah “perusahaan” merupakan istilah yang menggantikan istilah 
“pedagang” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 s/d 5 WvK lama. Istilah 
perusahaan yang menggantikan istilah pedagang mempunyai arti yang 
lebih luas. Banyak orang dahulu menjalankan perusahaan dalam 
pengertian menurut S. 1938 No. 276, tetapi tidak termasuk dalam 
pengertian pedagang menurut Pasal 2 KUHD lama.25Berbagai sarjana 
mengemukakan pengertian tentang perusahaan, seperti Molengraaff, 
sebagaimana dikutip R. Soekardono, menyatakan bahwa perusahaan 
adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, 
bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara 
memeperniagakan/memperdagangkan, 
menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.26  
Senada dengan Molengraaff adalah pendapat yang dikemukakan 
oleh Polak, sebagaimana dikutip Abdulkadir Muhammad, yang 
menyatakan bahwa baru dapat dikatakan ada perusahaan apabila 
diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan 
dicatat dalam pembukuan. Pendapat Polak ini menambahkan unsur 
“pembukuan” pada unsur-unsur lain seperti yang telah dikemukakan 
                                                          
       25 R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (bagian pertama), Dian Rakyat, Jakarta, 
1983, halaman 19 
 
       26 R. Soekardono, Ibid, halaman 21. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 7. 
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oleh Molengraaff.27 Perusahaan, menurut pembentuk Undang-Undang 
adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-
terangan, dalam kedudukan tertentu  dan untuk mencari laba.28 
Kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan 
tersebut termasuk kegiatan ekonomi.  
Rumusan-rumusan definisi perusahaan di atas diperkuat oleh 
banyak ahli di bidang Hukum Dagang atau Hukum Bisnis, seperti Sri 
Redjeki Hartono yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi pada 
hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu 
kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud 
harus dilakukan : 29 
a. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;  
b. Seacara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan illegal); 
dan  
c. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh 
keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain. Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan memberi definisi perusahaan sebagai berikut : 
“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan 
setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan 
                                                          
       27 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan................ Ibid, halaman 8 
       28 HMN Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2, Djambatan, 
Jakarta, 1999, halaman 2. 
       29 Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, PT Mandar Maju, Bandung, 2000, 
halaman 4. R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian pertama), Dian Rakyat, 
Jakarta, 1983, halaman 20. 
36 
 
 
 
didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara 
Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau 
laba”.  
Definisi tersebut jika dibandingkan dengan definisi yang 
dikemukakan oleh Molengraaff dan Polak dapat dikatakan lebih 
sempurna, karena dalam definisi tersebut terdapat tambahan adanya 
bentuk usaha (badan usaha) yang menjalankan jenis usaha (kegiatan 
dalam bidang perekonomian), sedangkan unsur-unsur lain terpenuhi 
juga.30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen 
Perusahaan dalam Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa : “perusahaan 
adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan 
terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang 
diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang 
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan 
berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.  
Apabila kedua definisi yang disebut dalam kedua undang-undang 
tersebut dibandingkan, maka terdapat perbedaan sebagai berikut. 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 menggunakan rumusan 
“menjalankan setiap jenis usaha”, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1997 menggunakan rumusan “melakukan kegiatan” (kegiatan 
berarti mengandung pengertian yang sangat umum dan luas, tanpa ada 
pembatasan dalam bidang ekonomi); Meskipun rumusan perusahaan 
                                                          
       30 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan...............op cit, halaman 9. 
37 
 
 
 
sebagaimana disebut dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1997 
sangat umum dan luas namun karena undangundang tersebut berkenaan 
dengan perusahaan, maka dapat diartikan bahwa kata “kegiatan” juga 
diartikan/dimaksudkan dalam bidang perekonomian.  
Definisi-definisi tentang perusahaan di atas agak berbeda 
dengan definisi yang diberikan dalam beberapa undang-undang, seperti 
dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang 
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Perbedaan terletak pada 
tujuannya, yaitu bahwa dalam kedua undangundang tersebut 
perusahaan tidak mesti harus mencari keuntungan tetapi juga termasuk 
yang bertujuan dalam bidang sosial. Hal tersebut dapat dilihat pada 
ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud 
dengan perusahaan adalah : “ (1) Setiap badan usaha yang berbadan 
hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau 
milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang 
mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan 
dalam bentuk lain”;  
Dalam Undang-Undang tersebut dimasukkan atau dikategorikan 
sebagai perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain 
yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan 
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perbedaan definisi ini 
terjadi karena usaha-usaha sosial 15 tersebut menurut Undang-Undang 
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Ketenagakerjaan hanya disamakan, dan tidak berarti sama. Selanjutnya 
dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja Pasal 1 Angka 4 dijelaskan bahwa perusahaan adalah 
setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan 
tujuan mencari untung atau tidak baik milik swasta maupun milik 
negara. Di samping istilah perusahaan, terdapat istilah lain yang terkait 
dengan perusahaan, yaitu pelaku usaha.  
Istilah Pelaku usaha tersebut sepadan dengan istilah pelaku bisnis 
dan pelaku ekonomi.31 Pelaku usaha adalah subjek yang melakukan 
kegiatan usaha atau melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku bisnis adalah 
subjek yang melakukan kegiatan bisnis sama dengan pelaku ekonomi. 
Pelaku ekonomi adalah subjek yang menjalankan/melakukan kegiatan 
ekonomi, yang dapat berupa memproduksi barang dan atau jasa, atau 
melakukan distribusi barang atau jasa.32  
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, pengertian pelaku usaha dijelaskan dalam 
Pasal 1 Angka 1 : “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau 
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan 
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha 
                                                          
               31 Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia, Malang, 2007, halaman 
               32 Ibid, halaman 98 
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dalam berbagai bidang ekonomi”.  
Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa termasuk dalam 
pengertian pelaku usaha adalah perusahaan, Badan Usaha Milik Negara, 
koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Dari pengertian 
di atas mengandung makna bahwa yang termasuk pelaku usaha tidak 
hanya produsen pabrikan yang menghasilkan barang dan/atau jasa, 
tetapi juga para rekanan, termasuk para agen, distributor, serta jaringan-
jaringan yang  melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran 
barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/atau 
pengguna barang dan/atau jasa.33 
2. Bentuk-bentuk Perusahaan di Indonesia   
Apabila dilihat dari perspektif kepemilikan modalnya, perusahaan 
dapat digolongkan ke dalam perusahaan swasta dan perusahaan negara 
atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  Perusahaan swasta adalah 
perusahaan yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh individu atau 
swasta, sedang perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan 
dan modalnya (seluruhnya atau sebagian besar) dimiliki oleh negara, 
yang lazim disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).. 
a) Perusahaan Swasta  
Perusahaan swasta bentuk hukumnya dapat berwujud perusahaan 
perseorangan, perusahaan persekutuan yang bukan atau tidak 
                                                          
       33 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halaman 5. 
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berbadan hukum dan perusahaan persekutuan yang berbadan 
hukum, sedang perusahaan negara didirikan dalam bentuk badan 
hukum. Bentuk perusahaan ini pada umumnya selalu diasosiasikan 
sebagai bentuk usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan, 
sehingga ukuran keberhasilannya juga dilihat dari banyaknya 
keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya tersebut.  
Bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada, 
tetapi dalam masyarakat dagang Indonesia telah ada satu bentuk 
perusahaan perseorangan yang diterima masyarakat, yaitu 
Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) dan juga 
Perusahaan Otobus (PO). Bentuk perusahaan ini bukan badan 
hukum dan tidak termasuk persekutuan atau perkumpulan, tetapi 
termasuk dalam lingkungan hukum dagang. Perusahaan Dagang, 
Usaha Dagang dan Perusahaan Otobus dibentuk dalam suasana 
hukum perdata dan menjalankan perusahaan, sehingga dari badan 
ini timbul perikatan-perikatan keperdataan.  
Persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang 
menjadi peserta pada suatu perusahaan tertentu. Jika badan usaha 
tersebut tidak menjalankan usaha, maka badan usaha tersebut 
bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut perserikatan perdata. 
Jadi perbedaan antara persekutuan perdata dan perserikatan perdata 
adalah bahwa untuk perserikatan perdata tidak menjalankan 
perusahaan, sedang persekutuan perdata menjalankan 
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perusahaan.34 Perusahaan persekutuan dapat berbentuk 
persekutuan atau badan yang tidak berbadan hukum dan 
persekutuan/badan yang berbadan hukum. Perusahaan persekutuan 
yang tidak berbadan hukum pada dasarnya merupakan perusahaan 
yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta.  
Perusahaan persekutuan yang tidak berbadan hukum adalah 
perusahaan yang berwujud persekutuan atau perserikatan yang 
dilakukan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih, yang dapat 
berupa Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma (Fa) dan 
Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootshaap yang 
disingkat CV).  
Perusahaan Persekutuan yang Berbadan Hukum adalah 
persekutuan atau badan yang dapat menjadi subjek hukum, yaitu 
segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Sesuatu 
yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia 
(natuurlijkpersoon) dan badan hukum (rechts-persoon).35 Badan 
hukum sebagai subjek hukum ini menurut Satjipto Rahardjo 
merupakan hasil konstruksi fiktif dari hukum yang kemudian 
diterima, diperlakukan dan dilindungi seperti halnya hukum 
memberikan perlindungan terhadap manusia.36 
                                                          
       34 11 HMN Purwosutjipto, Pengertian Pokok .............op cit, halaman 17  
       35 Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1999, halaman 14, istilah badan hukum ada 
yang menyebut dengan purusa hukum (Oetarid Sadino), awak hukum (St. K. Malikul Adil), 
pribadi hukum (Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacara). 
       36 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya bakti, Bandung, 1996, halaman 69 
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Menurut doktrin hukum suatu badan akan merupakan badan 
hukum jika memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagai berikut :  
1) Adanya kekayaan yang terpisah,  
2) Mempunyai tujuan tertentu,  
3) Mempunyai kepentingan sendiri 
iv. Adanya organisasi yang teratur.37  
Akhirnya dari beberapa ketentuan yang dijumpai dan 
beberapa teori yang ada maka dapat dikatakan bahwa suatu badan 
dikatakan sebagai badan hukum apabila memenuhi ciri-ciri sebagai 
berikut :  
1) Memiliki kekayaan sendiri.  
Menurut teori kekayaan bertujuan (doelvermogen 
theorie), yang dikembangkan oleh Brinz dan van der 
Heijden, setiap badan hukum memiliki kekayaan yang 
bertujuan untuk digunakan bagi kepentingan tertentu, 
dan kekayaan itu diurus dan digunakan untuk tujuan 
tertentu.  
2) Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban 
sama seperti orang pribadi. Sebagai pendukung hak dan 
kewajiban, dia dapat mengadakan hubungan bisnis atau 
dagang dengan pihak lain, sehingga dia memiliki 
kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus 
                                                          
       37 Ibid, halaman 50. 
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atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi 
dari kekayaan yang dimilikinya itu.  
3) Anggaran dasar disahkan oleh pemerintah.  
 Anggaran dasar badan hukum harus mendapat 
pengesahan secara resmi dari pemerintah. Pengesahan 
oleh pemerintah merupakan pembenaran bahwa Anggaran 
Dasar badan hukum yang bersangkutan tidak dilarang 
Undang - Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban 
umum dan kesusilaan. Pengesahan Anggaran Dasar juga 
menentukan bahwa sejak tanggal pengesahan itu 
diberikan, maka sejak itu pula badan usaha yang 
bersangkutan memperoleh status badan hukum dan 
dengan demikian memiliki harta kekayaan sendiri yang 
terpisah dari harta kekayaan pribadi pengurus atau pendiri.  
4) Diwakili oleh pengurus.  
Menurut teori fiksi (fictie theorie) dari Von Savigny38, 
sebagaimana dikutip Abdulkadir Muhammad, badan 
hukum itu dianggap sebagai hal yang abstrak, tidak nyata, 
karena tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatakan 
kehendak, hanya manusialah yang mempunyai kehendak.  
Badan hukum dianggap seolah-olah manusia, sehingga 
tindakan badan hukum dianggap juga sebagai tindakan 
                                                          
       38 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan ..............op cit , halaman 65-67. 
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manusia. Jika manusia dalam tindakannya mempunyai 
tanggung jawab, maka badan hukum juga mempunyai 
tanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.  
5) Perusahaan persekutuan yang berbadan hukum dalam 
praktik hanya dijumpai dalam bentuk Perseroan Terbatas. 
Seperti halnya dengan penggolongan hukum yang 
digolongkan ke dalam hukum publik dan hukum perdata, 
maka badan hukum juga dapat digolongkan ke dalam badan 
hukum publik dan badan hukum perdata. Di Indonesia yang 
merupakan badan hukum publik adalah negara Republik 
Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai badan hukum 
orisinil.  
Badan hukum perdata yaitu badan-badan hukum 
yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari 
orang perorangan. Di antara bentuk badan hukum perdata, 
adalah :  
1) Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;  
2) koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian;  
3) yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 
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Yayasan.  
b) Perusahaan Milik Negara  
Perusahaan Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-
Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 
(untuk selanjutnya dalam tulisan ini disingkat UUBUMN) adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki 
oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 
kekayaan negara yang dipisahkan.  
BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam 
perekonomian nasional di samping usaha swasta dan koperasi yang 
berdasarkan pada demokrasi ekonomi. Dalam sistem perekonomian 
nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa 
yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Peran BUMN dirasakan semakin penting 
sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang 
belum diminati usaha swasta. BUMN juga mempunyai peran 
strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang 
kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu 
pengembangan usaha kecil/koperasi.  
BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara 
yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan 
hasl privatisasi. Maksud dan tujuan pendirian BUMN ditegaskan 
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dalam Pasal 2 Ayat (1) UUBUMN, yaitu :   
1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian 
nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada 
khususnya; Dengan tujuan ini BUMN diharapkan dapat 
meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus 
memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan 
negara.  
2) Mengejar keuntungan; Meskipun maksud dan tujuan 
PERSERO adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam 
hal-hal tertentu adalah untuk melakukan pelayanan umum. 
Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan 
prinsipprinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan 
demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan 
pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan 
bisnis atau komersial, sedangkan untuk PERUM yang 
tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan 
umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-
prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.  
 
3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan 
barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi 
pemenuhan hajat hidup orang banyak; Dengan maksud dan 
47 
 
 
 
tujuan seperti ini, setiap hasil usaha dari Badan Usaha Milik 
Negara, baik barang maupun jasa, diharapkan dapat 
memenuhi kebutuhan masyarakat.  
4) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat 
dilaksanakan oleh sektor wisata dan koperasi; Kegiatan 
perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk 
menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh 
masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan 
oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak 
menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat 
dilakukan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik 
Negara. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang 
mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu Badan 
Usaha Milik Negara yang mempunyai fungsi pelayanan 
kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan 
dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.  
5) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada 
pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan 
masyarakat. Dalam Pasal 9 UUBUMN dinyatakan bahwa 
Badan Usaha Milik Negara terdiri dari PERSERO 
(Perusahaan Perseroan) dan PERUM (Perusahaan Umum). 
c) Perusahaan Perseroan  
Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk 
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perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang 
seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya 
dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya 
mengejar keuntungan. Perusahaan Umum, yang selanjutnya 
disebut PERUM, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki 
negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk 
kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang 
bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan 
prinsip pengelolaan perusahaan.  
d) Perusahaan Daerah  
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, yang 
dimaksud perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang 
didirikan berdasarkan UndangUndang ini yang modalnya untuk 
seluruh atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan 
Undang-Undang.  
Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perusahaan Daerah 
ditentukan, perusahaan daerah didirikan dengan peraturan daerah ( 
PERDA ) atas kuasa Undang-Undang ini. Perusahaan daerah 
merupakan badan hukum yang 16 Memperhatikan sifat usaha 
BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan 
kemanfaatan umum, dalam Undang-undang BUMN ini 
disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan 
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(Persero) yang bertujuan memupuk keuntungan dan tunduk pada 
ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas serta Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk 
oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi 
kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  
Untuk bentuk usaha Perum, walaupun keberadaannya untuk 
melaksanakan kemanfaatan umum, namun demikian sebagai badan 
usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum harus 
diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup 
berkelanjutan. 23 kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh 
dengan berlakunya PERDA yang bersangkutan. Menurut ketentuan 
Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perusahaan Daerah, 
perusahaan daerah merupakan badan usaha yang bersifat memberi 
jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk 
pendapatan. Tujuan perusahaan daerah ialah untuk turut serta 
melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan 
ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin 
untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan 
industrialisasi dan ketenteraman serta ketenangan kerja dalam 
perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.  
e) Tanggung Jawab Perusahaan  
Perusahaan (corporate) dapat melakukan perbuatan melawan 
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hukum, baik yang bersifat perdata maupun pidana (civil and 
criminal wrongs) dan pada umumnya pengurus harus bertanggung 
jawab atas perbuatan melawan hukum itu. Perbuatan melawan 
hukum itu dapat langsung dilakukan oleh perusahaan melalui 
organ-organnya atau sebaliknya perbuatan melawan hukum itu 
dilakukan oleh pegawai perusahaan dan perusahaan yang harus 
mempertanggungjawabkannya. Pada uraian ini hanya dibatasi pada 
perbuatan melawan hukum yang bersifat perdata.  
Selanjutnya mengenai Stakeholder dapat didefinisikan sebagai 
sebagian anggota komunitas, atau kelompok individu, masyarakat 
(sebagian) yang berasal dari wilayah perusahaan, wilayah negara, 
termasuk negara lain (global) yang mempunyai pengaruh terhadap 
jalannya perusahaan. Dengan kata lain stakeholders merupakan 
pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan mempunyai pengaruh 
terhadap jalannya suatu perusahaan. Pada Oxford Dictionary, 1995, 
stakeholder berarti seseorang atau organisasi yang mempunyai 
bagian dan kepentingan pada perusahaan.  
Dengan mengacu pengertian tersebut maka dapat ditarik suatu 
pengertian bahwa yang dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan 
adalah faktor-faktor dari luar dan dari dalam perusahaan. Faktor 
dari dalam yang dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan adalah 
investor dan karyawan, sedangkan faktor dari luar perusahaan 
adalah para pemasok bahan-bahan baku dan peralatan, peminat 
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barang dan komunitas/masyarakat setempat.  
Pemasok dan pengguna produk selain sebagai anggota 
masyarakat juga mempengaruhi kegiatan dan dipengaruhi 
perusahaan karena masing-masing terkait baik secara langsung 
maupun tidak langsung terhadap jalannya kegiatan perusahaan.39 
 Beberapa bentuk stakeholder yang ada di masyarakat yang 
berada di lingkungan perusahaan dapat diidentifikasi menjadi 
beberapa bentuk yang merupakan elemen yang mempengaruhi 
jalannya kegiatan perusahaan. Suatu perusahaan dengan segala 
elemennya baik dari luar maupun dari dalam akan berbentuk suatu 
sistem (structured whole) yang terdiri dari sub-sub sistem yang 
saling berkaitan membentuk struktur dan berfungsi satu sama lain 
serta mempunyai tujuan masing-masing. 40 Pada umumnya 
stakeholders dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu 
kelompok primer dan kelompok sekunder.  
Kelompok primer terdiri dari pemilik modal atau saham, 
kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur dan pesaing 
atau rekanan. Kelompok sekunder terdiri dari pemerintah setempat, 
pemerintah asing, kelompok sosial, media massa, kelompok 
pendukung, masyarakat pada umumnya, dan masyarakat setempat. 
Kelompok yang paling penting untuk diperhatikan adalah 
                                                          
        39 Arif Budimanta dkk, Indonesia Center for Sustainability Development, Jakarta, 2004, 
halaman 19-20. 
       40 Ibid, halaman 25. 
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kelompok primer, karena hidup matinya, berhasil tidaknya bisnis 
suatu perusahaan sangat ditentukan oleh hubungan yang saling 
menguntungkan yang dijalin dengan kelompok primer tersebut. 
Oleh karena itu, keberhasilan dan kelangsungan bisnis suatu 
perusahaan tidak boleh merugikan satu pun kelompok primer 
stakeholders tersebut. Dengan kata lain, perusahaan tersebut harus 
menjalin relasi bisnis yang baik dan etis dengan kelompok tersebut, 
jujur, bertanggung jawab dalam penawaran dan jasa, bersikap adil 
dan saling menguntungkan satu sama lain.  
f) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  
 Kegiatan bisnis dapat dilihat dari dua pendekatan yaitu: pertama 
pendekatan yang mengutamakan kepentingan “pemegang saham” 
(shareholders perspective) dan yang kedua pendekatan yang 
menggunakan perspektif pemangku kepentingan (“stakeholders 
perspective”) atas dasar keadilan sosial.41  
Dalam perspektif yang pertama, bisnis hanya merupakan 
kegiatan yang terfokus pada maksimalisasi keuntungan dengan 
prinsip beli semurah-murahnya dan jual semahal-mahalnya. Dalam 
perspektif yang kedua, bisnis tidak dapat melepaskan diri dari 
keterkaitan dan hubungan antar berbagai pihak di masyarakat yang 
terkait dengan kehadiran perusahaan. Keterkaitan dan hubungan 
                                                          
       41 Siti Adiprigandari Adiwoso Suprapto, Pola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lokal di 
Jakarta, dalam Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani: “GALANG”, ISSN 1858 – 4055, 
2006, halaman 45-46 
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tersebut dalam rangka baik untuk memperoleh sumber daya sebagai 
masukan (input) yang ditransformasikan perusahaan untuk 
penciptaan nilai, mupun pihak-pihak yang terkait dengan proses 
transformasi perusahaan tersebut.  
Perusahaan memperoleh peluang (privileges) atas kesepakatan 
masyarakat. Perusahaan bukan saja sebagai institusi ekonomi tetapi 
juga sebagai suatu institusi sosial yang mempunyai kewajiban pada 
dan memperoleh hak dari masyarakat. Perpektif kedua ini dilandasi 
oleh asumsi bahwa korporasi harus bertanggungjawab terhadap 
setiap tindakan yang membawa dampak pada orang perorang, 
komunitas dan lingkungan. Hal ini terkait erat dengan ciri bisnis, 
yaitu pertama fungsi hakiki bisnis untuk berbagai pemangku 
kepentingan, dan kedua, dampak luar bisnis terhadap kehidupan 
pemangku kepentingan, baik di hilir maupun di hulu.  
Apakah korporasi/perusahaan dapat memiliki “kesadaran” atau 
“conscience” seperti individu untuk mengukur adanya tanggung 
jawab sosial perusahaan, maka Goodpaster dan Mathews 
menganalogikan kesadaran atau “conscience” perusahaan dengan 
tanggung jawab individu sesuai rumusan Frankena, yaitu : (1) 
causal sense dalam pengertian hubungan sebab akibat, tanggung 
jawab yang berkaitan dengan akuntabilitas terhadap tindakan yang 
telah dilakukan; (2) rule following sense yaitu tanggung jawab 
terhadap kewajiban hukum dan norma; dan (3) decision making 
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sense berkaitan dengan pengambilan keputusan dan penilaian.  
Oleh karena itu, pengertian yang diambil untuk tanggung jawab 
sosial perusahaan bukan sekedar bertanggung jawab terhadap suatu 
tindakan setelah terjadi akibat negatif atau “ipso facto “. Bukan 
sekedar memenuhi tuntutan hukum dan norma yang berlaku dalam 
masyarakat. Akan tetapi, menjadi tindakan pengambilan keputusan 
yang rasional dan menghormati kelangsungan hidup dan harkat 
semua pihak sehingga tidak memikirkan kepentingan diri tetapi 
kepentingan umum ( the greater goods for the greatest numbers ). 
g. Pengertian Endorsement 
Istilah endorsement berasal dari kata endorse dalam bahasa 
inggris, yang berarti menyongkong calon atau saran, endorsement 
berarti dukungan atau sokongan.42 Jika diperhatikan, di dalam 
endorsement sendiri mengandung kegiatan komunikasi bisnis 
karena adanya pertukaran informasi yang dilakukan oleh endorser 
terhadap orang banyak.43  
Endorsement dibangun atara online shop dengan artis sebagai ajang 
promosi. Biasanya online shop akan memberikan produknya ke 
artis kemudian artis tersebut diwajibkan untuk memfoto produk 
tersebut dan di post atau di upload ke media sosialnya dengan 
                                                          
       42 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia 
Pustaka Utama, 1976), 213 
       43 Media Publika, Endorsement sebagai Strategi Pemasaran Produk, diakses pada tanggal 24 
Desember 2019 melalui http://mediapublica.co/2015/01/27/endorsement-sebagai-strategi- 
pemasaran-produk/ (online resources) 
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testimonial yang ciamik44  
Artis merupakan public figure yang tentunya memiliki banyak 
penggemar atau pengikut (di media sosial instagram disebut dengan 
followers). Para penggemar ini biasanya selalu mengikuti apa yang 
menjadi trendsetter idolanya, termasuk pakaian, tas, sepatu, 
pernak-pernik yang dipakai artis tadi bahkan hingga makanan dan 
minuman. Artis dalam endorsement di media sosial ini dikenal 
dengan sebutan endorser yang berarti pendukung atau orang yang 
memberikan dukungan atau saran. Khusus untuk di media sosial 
instagram biasanya seorang endoser ini dikenal dengan sebutan 
selebgram (seleb/artis instagram).  
Hal ini di manfaatkan oleh para pelaku usaha (online shop) 
untuk memakai jasa endorse artis sebagai peluang mendapatkan 
calon konsumen. Dengan kata lain, para pemilik usaha (online 
shop) berharap akan ada konversi tinggi dari segi penjualan 
maupun followers dari foto mereka. Menurut Clusmy endorsement 
bukan hanya untuk menaikan followers tetapi untuk menaikan trust 
(kepercayaan) pada produk kita.45 
h) Media Sosial  
Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan 
                                                          
       44 Tania, Perkembangan Potensi Bisnis Online Shop di Indonesia, diakses pada tanggal 25 
Desember 2019 melalui http://fatea.br/fatea/post/2016/05/18/perkembangan-potensi-bisnis- online-
shop-indonesia/ (online resources) 
       45 Terence A. Shimp, Periklanan Promosi (Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran 
Terpadu), Jakarta, Erlangga, 2007, hlm. 21 
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media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet 
yang dibangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan 
memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. 
Web 2.0 menjadi platform dasar media sosial. Media sosial ada 
dalam ada dalam berbagai bentuk yang berbeda, termasuk social 
network, forum internet, weblogs, social blogs, micro blogging, 
wikis, podcasts, gambar, video, rating, dan bookmark social46 
Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial: 
proyek kolaborasi (misalnya, wikipedia), blog dan microblogs 
(misalnya, twitter), komunitas konten (misalnya, youtube), situs 
jaringan sosial (misalnya facebook, instagram), virtual game 
(misalnya world of warcraft), dan virtual social (misalnya, second 
life). Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa 
membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-
teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi.  
Jejaring sosial terbesar antara lain facebook, myspace, plurk, 
twitter, dan instagram. Jika media tradisional menggunakan media 
cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan 
internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk 
berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara 
terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu 
                                                          
       46 Gusti Ngurah Aditya Lesmana, Tesis: Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap 
Pembentukan Brand Attachment (Studi: PT. XL AXIATA), ( Program Magister Manajemen, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia). hal, 10-11 34 
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yang cepat dan tak terbatas. Media sosial adalah sebuah media 
online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, 
berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, 
forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan Wiki merupakan 
bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat 
di seluruh dunia.  
Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju maka 
media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses 
instagram misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja 
hanya dengan menggunakan sebuah mobile phone. Demikian 
cepatnya orang bisa mengakes media sosial mengakibatkan 
terjadinya fenomena besar terhdap arus informasi tidak hanya di 
negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya 
media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa 
konvensional dalam menyebarkan berita-berita. 
i) Fungsi Sosial Media 
  Sosial media memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :47 
social media adalah media yang didesain untuk memperluas 
interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web.  
Social media berhasil mentransformasi praktik komunikasi 
searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience 
                                                          
       47 http://prezi.com/vddmcub_-ss_/social-media-definisi-fungsi-karakteristik/. diakses pada 
tanggal 24 Desember 2019 
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(“one to many”) menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak 
audienc (“many to many”).  
Social media mendukung demokratisasi pengetahuan dan 
informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan 
menjadi pembuat pesan itu sendiri. Selanjutnya McQuail 
berpendapat bahwa fungsi utama media bagi masyaraka adalah: 48  
a. Informasi - Inovasi, adaptasi, dan kemajuan.  
b. Korelasi - Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari 
makna peristiwa dan informasi. - Menunjang otoritas 
dan norma-norma yang mapan. - Mengkoordinasi 
beberapa kegiatan. - Membentuk kesepakatan.  
c. Kesinambungan - Mengekspresikan budaya dominan 
dan mengakui keberadaan kebudayaan. khusus 
(subculture) serta perkembangan budaya baru. - 
Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai.  
d. Hiburan - Menyediakan hiburan, pengalihan perhatian, 
dan sarana relaksasi. - Meredakan ketegangan sosial.  
e.  Mobilisasi - Mengkampanyekan tujuan masyarakat 
dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, 
pekerjaan, dan kadang kala juga dalam bidang agama. 
 
                                                          
       48 Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar, (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 
71 
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j. Instagram  
Pengertian Instagram Instagram adalah sebuah aplikasi yang 
digunakan untuk membagi – bagikan foto dan video. Instagram 
sendiri masih merupakan bagian dari facebook yang memungkinkan 
teman facebook kita mem-follow – akun Instagram kita. Makin 
populernya Instagram sebagai aplikasi yang digunakan untuk 
membagi foto membuat banyak pengguna yang terun ke bisnis 
online turut mempromosikan produk – produknya lewat Instagram.49  
Media sosial Instagram adalah suatu alat penyampaian pesan 
(aplikasi) untuk bisa berkomunikasi dengan khalayak secara luas 
dengan saling berbagi foto atau video, yang didalamnya juga terdapat 
fitur – fitut lain seperti DM (direct message), comment, love dll  
Fitur Instagram Instagram memiliki fitur-fitur yang berbeda 
dengan jejaring sosial lainnya, diantara sekian banyak fitur yang ada 
di Instagram, ada beberapa fitur yang digunakan oleh 
@maharagung.organizer dalam menjalanan komunikasi 
pemasarannya, fitur tersebut adalah: Followers (Pengikut) Sistem 
sosial di dalam Instagram adalah dengan menjadi pengikut akun 
pengguna lainnya, atau memiliki pengikut Instagram. Dengan 
demikian komunikasi antara sesama pengguna Instagram sendiri 
dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga 
                                                          
       49 M. Nisrina, Bisnis Online, Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang, (Yogyakarta: 
Kobis, 2015) hal. 137 
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mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya. 
Pengikut juga menjadi salah satu unsur yang penting, dimana jumlah 
tanda suka dari para pengikut sangat mempengaruhi apakah foto 
tersebut dapat menjadi sebuah foto yang populer atau tidak. Untuk 
menemukan teman-teman yang ada di dalam Instagram.  
Upload Foto (Mengunggah Foto) Kegunaan utama dari 
Instagram adalah sebagai tempat untuk mengunggah dan berbagi 
foto-foto kepada pengguna lainnya. Foto yang hendak ingin 
diunggah dapat diperoleh melalui kamera iDevice ataupun foto-foto 
yang ada di album foto di iDevice tersebut. Judul Foto setelah foto 
tersebut disunting, maka foto akan dibawa ke halaman selanjutnya, 
dimana foto tersebut akan diunggah ke dalam Instagram sendiri 
ataupun ke jejaring sosial lainnya. Dimana di dalamnya tidak hanya 
ada pilihan untuk mengunggah pada jejaring sosial atau tidak, tetapi 
juga untuk memasukkan judul foto, dan menambahkan lokasi foto 
tersebut.  
Seperti Twitter dan juga Facebook, Instagram juga memiliki fitur 
yang dimana para penggunanya dapat menyinggung pengguna lain 
yang juga, dengan manambahkan tandaa arroba (@) dan 
memasukkan akun Instagram dari pengguna tersebut. Para pengguna 
tidak hanya dapat menyinggung pengguna lainnya di dalam judul 
foto, melainkan juga pada bagian komentar foto. Para pengguna 
dapat menyinggung pengguna lainnya dengan memasukkan akun 
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Instagram dari pengguna tersebut. Pada dasarnya dalam 
menyinggung pengguna yang lainnya, yang dimaksudkan adalah 
untuk berkomunikasi dengan pengguna yang telah disinggung 
tersebut.  
Tanda suka (like) Instagram juga memiliki sebuah fitur tanda suka 
yang fungsinya memiliki kesamaan dengan yang disediakan 
Facebook, yaitu sebagai penanda bahwa pengguna yang lain 
menyukai foto yang telah diunggah. Berdasarkan dengan durasi 
waktu dan jumlah suka pada sebuah foto di dalam Instagram, hal 
itulah yang menjadi faktor khusus yang mempengaruhi foto tersebut 
terkenal atau tidak.  
Popular (Explore) Bila sebuah foto masuk ke dalam halaman 
popular, yang merupakan tempat kumpulan dari foto-foto popular 
dari seluruh dunia pada saat itu. Secara  tidak langsung foto tersebut 
akan menjadi suatu hal yang dikenal oleh masyarakat mancanegara, 
sehingga jumlah pengikut juga dapat bertambah lebih banyak. 
k) Perbuatan Melawan Hukum  
Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 B.W. 
(burgelijk wetboek atau KUHPerdata) yang terkenal sebagai Pasal 
yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum onrectmatige 
daad) memegang peranan penting dalam bidang hukum perdata. 
Telah terjadi perdebatan hebat yang berlangsung bertahun-tahun 
lamanya di kalangan para sarjana di Negeri Belanda tentang arti 
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daripada “onrechtmatige daad” ini.50 Pasal 1365 B.W. (KUHPerdata) 
memuat ketentuan sebagai berikut: tiap perbuatan yang melawan 
hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan 
orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk 
mengganti kerugian tersebut. Dalam Pasal 1365 B.W. telah 
disebutkan “melawan hukum”, maka timbul pertanyaan makna 
apakah yang terkandung dalam istilah tersebut. Untuk dapat 
menjawab pertanyaan itu, maka kita harus berpaling kepada sejarah 
dan perkembangannya, yaitu masa sebelum dan sesudah Arrest Hoge 
Raad 31 Januari 1919.51  
Sebelum tanggal 31 Januari 1919, di bawah pengaruh ajaran 
legisme, maka “onrechtmatige daad” (perbuatan melawan hukum) 
ditafsirkan dalam arti sempit, yaitu: perbuatan melawan hukum 
adalah perbuatan melanggar undang-undang. Melawan hukum 
adalah suatu perbuatan melanggar hak subjektif orang lain atau 
bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.52 Dalam 
waterleiding arrest (Arrest H.R. 10 Juni 1910), H.R. menganut 
paham legisme ini, artinya perbuatan melawan hukum adalah 
melanggar undang-undang. Tetapi kemudian dengan Arrest 
CohenLindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), pengertian 
                                                          
       50 4 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Cetakan ke-6, Putra A Bardin, Bandung, 
1999, hlm. 75. 
       51 Ibid. 
       52 Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W., Nuansa Aulia, Bandung, 2014, 
hlm. 189. 
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onrechtmatigedaad diberi penafsiran yang lebih luas. Kasus 
posisinya sebagai berikut:53 Di Kota Amsterdam ada dua orang 
pengusaha percetakan buku bernama Samuel Cohen dan Max 
Lindenbaum. Pada suatu waktu Cohen membujuk (dengan cara 
memberikan sesuatu/hadiah) salah seorang pegawai Lindenbaum 
agar membocorkan rahasia perusahaan Lindenbaum kepadanya. 
Akhirnya perusahaan Lindenbaum mengalami kerugian.  
Ketika Lindenbaum mengetahui hal tersebut, Lindenbaum 
menggugat Cohen berdasarkan Pasal 1401 B.W. (1365 
KUHPerdata).54 Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Cohen telah 
melakukan perbuatan melawan hukum. Tetapi pada tingkat 
Pengadilan Tinggi perbuatan melawan hukum tidak dapat diterapkan 
kepada pihak ketiga (Cohen) karena ia tidak melanggar undang-
undang. Perbuatan melawan hukum tersebut hanya dapat diterapkan 
terhadap pekerja/pegawai Lindenbaum. Akan tetapi tingkat kasasi 
H.R. (Hoge Raad) memenangkan Lindenbaum dengan pertimbangan 
sebagai berikut: bahwa penafsiran Pengadilan Tinggi mengenai 
perbuatan melawan hukum adalah sangat sempit, karena hanya 
mengenai perbuatan yang dilarang oleh UndangUndang.55 Hingga 
sekarang masih belum ada definisi yang positif dalam Undang-
Undang tentang pengertian perbuatan melawan hukum ini. 
                                                          
       53 Ibid. 
       54 Ibid. 
       55 Ibid. 
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Semuanya diserahkan pada Ilmu Pengetahuan dan Yurispridensi.  
Menurut arrest 1919 tersebut di atas, bahwa berbuat atau tidak 
berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika:56  
a. melanggar hak orang lain;  
b. bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat; 
c. bertentangan dengan kesusilaan;  
d. bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu-lintas 
masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.  
Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan 
ketentuan Pasal 1365 di atas, gugatan ganti rugi berdasarkan 
perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat-syarat atau 
unsur-unsur sebagai berikut:  
a) Adanya perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige 
daad); Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa 
sebelumnya adanya putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, 
perbuatan melawan hukum memiliki pengertian yang 
sangat sempit, yaitu apabila perbuatan tersebut melanggar 
undang-undang. Setelah adanya putusan putusan Hoge 
Raad 31 Januari 1919 dalam perkara CohenLindenbaum, 
pengertian perbuatan melawan hukum diperluas menjadi: 
melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban 
hukum si pembuat, bertentangan dengan kesusilaan, serta 
                                                          
       56 R. Setiawan, Op.Cit, hlm. 62. 
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bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam 
masyarakat.  
b) Adanya kesalahan; Untuk dapat dituntut berdasarkan 
perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUHPerdata 
mensyaratkan adanya kesalahan, syarat kesalahan ini dapat 
diukur secara objektif dan subjektif. Secara objektif harus 
dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang 
normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan 
kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk 
berbuat atau tidak berbuat. Secara subjektif harus diteliti, 
apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki 
dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.57 Selain itu 
orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus 
dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena 
orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan, tidak wajib 
membayar ganti rugi. Misalnya, anak kecil atau orang gila. 
Adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur 
kesalahan, yaitu dalam hal si pembuat melakukan suatu 
perbuatan, karena didorong oleh keadaan memaksa, 
misalnya karena ditodong senjata api atau harus merusak 
barang orang lain, atau dalam keadaan bahaya merusak 
jendela tetangganya untuk meloloskan diri dari kebakaran 
                                                          
       57 Ibid, hlm.84. 
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yang menimpa rumahnya.58 
  Adanya kerugian Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan 
melawan hukum dapat berupa:59  
1) Kerugian materiil, dapat terdiri dari kerugian yang nyata-
nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. 
Hoge Raad berulang-ulang telah memutuskan, bahwa Pasal 
1246-1248 KUHPerdata tidak langsung dapat diterapkan 
untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan 
hukum, akan tetapi penerapan secara analogis 
diperkenankan. Pada umumnya diterima bahwa si pembuat 
perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak 
hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga 
keuntungan yang seharusnya diperoleh;  
2) Kerugian idiil, perbuatan melawan hukum pun dapat 
menimbulkan kerugian yang bersifat idiil: ketakutan, sakit, 
dan kehilangan kesenangan hidup.  
3) Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan 
dengan kerugian. Untuk memecahkan hubungan kausal 
antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat 
dua teori,yaitu:60 
4) condition sine qua non (Von Buri) Menurut teori ini, orang 
                                                          
       58 Ibid. 
       59 Ibid, hlm. 85-86. 
       60 4 Ibid, hlm. 86-87. 
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yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu 
bertanggungjawab, jika perbuatannya condition sine qua non 
menimbulkan kerugian. Dalam kehidupan sehari-hari, 
demikian juga redaksi Pasal 1365 KUHPerdata bahwa yang 
dimaksud dengan sebab adalah suatu fakta tertentu. Akan 
tetapi dalam kenyataannya bahwa suatu peristiwa tidak 
pernah disebabkan oleh suatu fakta saja, namun oleh fakta-
fakta yang berurutan dan fakta-fakta ini pada gilirannya 
disebabkan oleh fakta-fakta lainnya, sehingga merupakan 
satu mata rantai daripada fakta-fakta kausal yang 
menimbulkan suatu akibat tertentu.  
5) adequate veroorzaking (Von Kries) Menurut teori ini si 
pembuat hanya bertanggungjawab untuk kerugian, yang 
selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada 
perbuatan melawan hukum. Terdapat hubungan kausal, jika 
kerugian menurut aturan pengalaman secara layak 
merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari 
perbuatan melawan hukum. 
Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen. Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata mengalami 
perubahan melalui putusan pengadilan dan Undang-Undang. Berbagai 
Undang-Undang telah secara khusus mengatur tentang ganti rugi karena 
perbuatan melawan hukum, misalnya Undang-Undang Perlindungan 
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Konsumen. Sebelum Undang-Undang tersebut lahir, gugatan yang 
berkenaan dengan ganti rugi berkaitan dengan materi yang kemudian 
diatur dalam Undang-Undang tersebut didasarkan pada Pasal 1365 
KUHPerdata. Dengan lahirnya Undang-Undang yang secara khusus 
mengatur mengenai tuntutan ganti kerugian maka telah terjadi perubahan 
dalam penerapan Pasal 1365 KUHPerdata.  
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pengaturan Hukum Produk dan Jasa Endorse Yang Melanggar 
Hukum 
 
1. Konsep Perjanjian 
 
 Perjanjian mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum 
kekayaan / harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi 
kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus 
mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Batasan defenisi 
perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHP Perdata, yang menyebutkan 
bahwa “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 
Perbuatan yang disebutkan dalam pasal 1313 KUHP Perdata hendak 
menjelaskan bahwa perjanjian akan mungkin hanya terjadi jika ada suatu 
perbuatan nyata, baik dalam bentuk ataupun ucapan, maupun tindakan 
secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata – mata. 
 Defenisi perjanjian yang diatur dalam pasal 1313 KUHP Perdata 
tersebut sebenarnya tidak lengkap karna terdapat beberapa kelemahan 
yang perlu dikoreksi. Kelemahan – kelemahan tersebut adalah sebagai 
berikut : 
a. Hanya menyangkut sepihak saja. 
b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. 
c. Pengertian perjanjian terlalu luas. 
d. Tanpa menyebut tujuan. 
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2. Perjanjian Endorsement  
 Endorsement ialah bentuk kerjasama antara kedua pihak yang saling 
menguntungkan, yang biasanya dilakukan dengan melakukan promosi 
diakun twitter atau instagram dengan memberikan item / contoh produk 
gratis kepada artis untuk dipromosikan diakun media sosialnya. Perjanjian 
endorsement merupakan suatu bentuk perkembangan dalam hukum 
perjanjian yang telah ada dinegara Indonesia. Adapun perkembangan 
tersebut terjadi karna adanya perkembangan teknologi informasi 
khususnya media sosial. Tidak ada satupun undang- undang khusus yang 
mengatur mengenai perjanjian endorsement ini, sehingga perjanjian ini 
merupakan bentuk perkembangan hukum dimasyarakat. 
 Perjanjian endorcement merupakan bentuk dari e – commerce 
sendiri yang memiliki dampak positif dan negativ, sisi positifnya yaitu 
memudahkan masyarakat dalam proses jual beli barang maupun jasa yang 
berakibat benyaknya permasalahan moral, yaitu kejujuran dan itikad baik 
dari masing – masing pihak. Perjanjian endorcement merupakan perjanjian 
antara pelaku usaha dengan seorang tokoh masyarakat, dimana tokoh 
masyarakat tersebut mendapatkan produk dari pelaku usaha sementara 
tokoh masyarakat tersebut harus mempromosikan produk. Perjanjian ini 
memiliki 4 jenis : 
a) Celebrity Endorsement, Jenis iklan ini menampilkan individu yang 
telah mencapai tingkat popularitas atau pengakuan publik karna 
pencapaian mereka di dunia olahraga, hiburan, atau beberapa aspek 
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media lainya. Jenis dukungan ini paling sering digunakan oleh 
perusahaan besar yang terlibat dalam kampanye multi – juta dollar. 
Tetapi bisa juga dimanfaatkan oleh perusahaan kecil yang bergerak 
dalam bisnis lokal dan regional. Selebriti “ tingkat kedua” atlet 
lokal, tokoh media, orang – orang dalam berita, dapat diperoleh 
dengan biaya yang jauh lebih rendah dari pada orang – orang yang 
menikmati pengakuan secara luas. 
b) Expert Endorsement, benuk iklan ini menyoroti pendapat para ahli 
yang diakui, seorang ahli endorser harus mengevaluasi proses 
menggunakan teknik yang tepat dan dia harus memenuhi syarat 
dibidang yang relevan. Jenis dukungan ini juga harus memberikan 
bukti pendukung dalam bentuk tes, evaluasi, dan atau 
perbandingan produk.. 
c) Consumer Endorsment, perjanjian ini menampilakan pengguna 
sebenarnya dari produk dan layanan yang dijual. Iklan 
menggunakan testimonial pelanggan dan harus mencerminkan 
pengalaman khas pelanggan dari perasaan serta temuan asli dari 
konsumen yang disoroti. 
d) Organisation Endorsement, Endorsement dari organisasi harus 
mencerminkan konsensus organisasi, dan harus sesuai dengan 
standar organisasi dari pengesahan formal. Selain itu organisasi 
yang bersangkutan harus bersifat independen (bukan yang dibuat 
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seluruhnya atau sebagian untuk tujuan mempromosikan produk 
atau jasa perusahaan periklanan). 
3. Akibat Hukum dari pencantuman Klausula Baku Pada Perjanjian 
Endorsement. 
 Undang – undang menentukan bahwa perjanjian yang sah 
berkekuatan sebagai undang – undang. Semua perjanjian yang dibuat 
secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang 
membuatnya. Perjanjian – perjanjian itu dapat ditarik kembali selain 
karena kesepakatan kedua belah pihak atau karna ada alasan – alasan yang 
oleh undang – undang dinyatakan cukup untuk itu. Setiap perjanjian harus 
dilaksanakan dengan itikad baik. 
 Istilah secara sah menunjukan bahwa pembuatan perjanjian haruslah 
berdasarkan hukum. Semua perjanjian yang dibuat menurut hukum atau 
secara sah adalah mengikat. Yang dimaksud dengan secara sah disini ialah 
bahwa perbuatan perjanjian harus mengikuti apa yang telah ditentukan 
oleh pasal 1320 KUHP Perdata. 
 Pasal 1320 KUHP Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat 
sahnya suatu perjanjian , yakni : (1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang 
mengikatkan dirinya (2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu 
perikatan (3) Harus ada suatu hal tertentu, dan (4) Harus ada suatu sebab 
(kuasa) yang halal, hal ini merupakan persyaratan secara subjektif dan 
objektif. Pasal 1321 KUHP Perdata menyatakan bahwa jika dalam suatu 
perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan, atau penipuan, maka berarti di 
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dalam perjanjian itu terdapat cacat pada kesepakatan antar pihak dan 
karenanya perjanjian itu dapat dibatalkan. Jika salah satu atau kedua pihak 
tidak melaksanakan kewajibannya, maka perjanjian dapat dibatalkan. 
Pembatalan dapat dilakukan oleh pihak – pihak dalam hal ada kesepakatan 
dalam perjanjian. Namun demikian, jika tidak diperjanjikan dan salah satu 
pihak tidak setuju, pembatala tesebut dapat dilakukan melalui putusan 
pengadilan. 
 Putusan pengadilan diperlukan untuk menyatakan pembatalan, 
pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan kepada 
pengadilan agar perjanjian yang dibuatnya dibatalkan. Jika pengadilan 
mengabulkan permohonan tersebut, maka perjanjian yang dibatalkan 
tersebut  menjadi batal dari semula. Perjanjian tersebut mempunyai 
akibat – akibat hukum, namun kita harus memperhitungkan bahwa akibat 
– akibat tersebut pada suatu  ketika dibatalkan. 
 Ketentuan hukum perjanjian di Indonesia memang menekankan 
bahwa kesepakatan yang dicapai para pihak sebagai salah satu dasar 
fundamental pembentukan perjanjian atau kontrak yang sah haruslah 
tidak didasarkan oleh karena adanya paksaan, penipuan, ataupun 
kekhilafan dari pihak lainya, dimana bila kesepakatan tersebut kemudian 
dibuktikan dicapai oleh upaya yang dimaksud dalam pasal 1321 KUHP 
Perdata, maka akan memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk 
memintakan pembatalan pada perjanjian yang telah secara formal 
disepakati ataupun ditandatangani oleh para pihak terkait. 
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4. Kronologi Kasus Endorse Pembesar Payudara Ilegal  selebriti 
Awkarin. 
 Selebgram kontroversial Karin Novilda alias Awkarin atau KN 
menjadi sorotan publik, hal ini disebabkan Awkarin menerima 
endorsement dari online Shop yang menjual Pembesar payudara dan 
pembesar kelamin yang berupa cairan alat suntik. Hal ini bermula ketika 
dalam postingan yang bergambar cairan injeksi dan alat suntik, Awkarin 
yang memiliki jumlah follower 3.5 juta tersebut men – tag @kinam _alkes 
dan menuliskan” Injeksi pembesar payudara dan pengencang vagina 100% 
aman, imbasnya postingan ini pun jadi kontroversial dan manuai komentar 
netizen. Sebab, mereka menilai cairan pembesar yang dijual tersebut 
belum tentu aman dan mereka yakin kalau selebgram tersebut tidak 
menggunakannya.  
 Namun belakangan, promosi produk itu kaum selebgram mengusik 
pikiran anggota Komisi IX DPR, Okky Asokawati, Anggota parlemen itu 
was-was dengan kelakuan selebgram yang mempromosikan obat-obatan 
serta produk kecantikan tanpa selektif. Dia menunjuk selebgram Karin 
Novilda atau yang akrab disebut Awkarin dalam Instagram Storiesnya, 
Awkarin mempromosikan obat injeksi pembesar payudara. Bahkan 
Awkarin menunjukkan nama lengkap toko dan harga produk yang ia 
promosikan. Postingan Awkarin itu menuai protest warganet.  Fenomena 
ini pun akhirnya menjadi sorotan saat beberapa selebgram kerap 
memposting promosi obat yang dianggap tak masuk akal. Misalnya saja 
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obat atau alat pembesar payudara suntikan injeksi, Iklan ini dianggap 
bahaya dan di serang oleh warganet agar di hapus. Awkarin tampak 
percaya diri mempromosikan obat kecantikan pembesar payudara. 
Warganet makin was-was, sebab selebgram yang populer belakangan 
itu gencar mempromosikan berbagai macam produk kecantikan yang 
ilegal. Karena pembeli atau konsumen akan percaya dengan apa yang di 
posting oleh selebgram itu tanpa memikirkan jangka panjang pemakaian 
atau resiko yang di dapatkan. Masalahnya adalah, kata Okky, produk yang 
dipromosikan Awkarin belum jelas asal-usul legatitasnya. Apakah produk 
yang ditawarkan itu sudah mengantongi izin edar dari Kementerian 
Kesehatan maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dia 
berpandangan, selebgram tak bisa asal mempromosikan produk obat dan 
kecantikan. Sebab sesuai ketentuan, produk obat maupun kecantikan perlu 
mendapatkan izin dari BPOM dan Kementerian Kesehatan.  
Selebgram memang gencar mempromosikan produk terseut lantaran 
penawaran endorse yang lumayan bagi mereka. Makanya tak heran, 
fenomena mempromosikan Produk kecantikan makin liar. Seharusnya 
para selebgram ini harus mengetahui jenis-jenis obat-obatan apa saja yang 
boleh dipromosikan atau tidak. Untuk itu perlu ada pengaturan pemasaran 
digital khususnya bagi kaum selebgram. Apalagi produk yang kerap 
ditawarkan ke warganet adalah produk kecantikan. sejauh ini belum ada 
permasalahan dari konsumen yang telah menggunakan Suntikan Silicon 
Pembesar payudara tersebut. Hal tersebut juga dibenarkan karena sampai 
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saat ini tidak ada konsumen yang mengeluh akan resiko tersebut, karena 
selang beberapa hari Produk itu di promosikan oleh @Awkarin, Iklan 
promosi itu langsung di Hapus olehnya karena sorotan dari warga instaram 
dan Anggota DPR RI Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati yang 
meminta menghapus dan meminta kejelasan produk tersebut, Okky 
mengatakan kasus penjualan produk kecantikan seperti yang dilakukan 
Awkarin dapat memberi dampak atas minimnya proteksi kepada 
konsumen. Produk yang dijual pun bisa jadi belum mendapat sertifikasi 
halal. Dengan adanya kasus ini Selebgram bernama Karin Novilda  atau 
biasa di sebut @Awkarin ini meminta perlindungan hukum yang jelas dan 
pasti supaya aman dan jelas untuk melanjutkan pekerjaan 
Endorsementnya.Sebagai pelaku usaha sudah seharusnya bertindak benar, 
jelas dan jujur dalam hal penginformasian kondisi serta jaminan barang 
kepada pembeli. Misalnya saja mengenai informasi kondisi barang, 
apakah barang tersebut asli (original) atau barang tersebut belum 
tersertifikasi Halal dan aman. Barang tiruan yang dimaksud dapat diartikan 
bahwa barang tersebut baik, aman sesuai dengan penggunaan sesuai 
prosedur aslinya. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur tersebut 
tentu  nantinya juga akan mempengaruhi konsumen dalam melakukan 
pemilihan maupun pembelian barang. Dengan bersikap jujur kepada 
konsumen, maka kosumen akan memiliki kepercayaan yang lebih kepada 
pelaku usaha. Selain diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen. Untuk itu pemberian informasi disini 
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sangatlah diperlukan mengingat jika ada permasalahan hukum yang 
muncul, nantinya informasi elektronik,  dokumen elektronik maupun hasil 
cetakannya dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah. Artis yang 
memprmosikan kosmetik palsu memang tidak bisa di jerat dengan 
Undang-undang. Tetapi perbuatan artis yang mempromosikan kosmetik 
palsu tersebut dapat di katakan merugika konsumen. Meskipun Artis 
mempromosikann kosmentik palsu yang menyebabkann kerugian 
konsumen namun ia tidak dapat serta merta dipidana dan dimintai 
pertanggung jawabanya karena pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab 
adalah pelaku usaha, Pelaku usaha menggunakan jasa orang lain untuk 
menyebarkan Video Endorse. Jika pelaku usaha kemudian menggunakan 
jasa orang lain untuk menyebarkan Video Endorse tersebut, tetap pelaku 
usahalah yang harus bertanggung jawab sebagai pihak yang 
memperdagangkan barang dan/atau jasa dan mengiklankannya secara 
tidak benar. Peraturan mengenai perlindungan hukum Demikian Undang-
Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) sangat 
diperlukan guna sebagai pelindung bagi konsumen. Pasal 1 angka 1 UUPK 
menyatakan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 
Meskipun artis mempromosikan kosmetik palsu yang menyebabkan 
kerugian konsumen namun ia tidak dapat serta merta dipidana dan dimintai 
pertanggung jawabannya karena pihak yang sepenuhnya bertanggung 
jawab adalah pelaku usaha. Lagi pula belum tentu artis tersebut 
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mengetahui bahwa kosmetik yang ia promosikan tersebut adalah kik yang 
tidak berizin (palsu). Jika ada konsumen merasa di rugikan seperti Produk 
itu tidak berfungsi atau menyebabkan Kerugian karena menyebabkan 
penyakit dari penggunaan Produk tersebut, Konsumen berhak 
mendapatkan hak-hak nya yang di Tanggung jawabi oleh Pelaku Usaha. 
Pelaku usaha menggunakan jasa orang lain untuk menyebarkan 
promosi. Jika pelaku usaha kemudian menggunakan jasa orang lain untuk 
menyebarkan iklan tersebut, tetap pelaku usahalah yang harus bertanggung 
jawab sebagai pihak yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan 
mengiklankannya secara tidak benar.Seorang pelaku usaha mengiklankan 
produknya secara tidak benar yang kemudian menimbulkan kerugian bagi 
konsumen karena barang dan/atau jasanya tidak sesuai dengan yang 
diiklankan, perbuatan tersebut termasuk tindak pidanaa. Selain itu, pelaku 
usaha tersebut wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 
dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 
Jika artis melakukan endorse produk dengan itikad baik sehingga 
akibat kosmetik palsu tersebut nama baiknya dirugikan, maka ia dapat 
menggugat si pelaku usaha yang menggunakannya sebagai objek promosi 
atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum. Menurut Pasal 1 angka 
6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen UU Perlindungan Konsumen adalah kegiatan pengenalan atau 
penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat 
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beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang di 
perdagangkan. Barang dan jasa yang memenuhi kriteria di 
atas dilarang untuk di perdagangkan. Pelaku usaha yang melakukan 
pelanggaran dalam mempromosikan barang/ jasa dengan cara-cara di atas 
dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang 
dan/atau jasa tersebut.  
Jika pelaku usaha melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, 
maka ia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau 
pidana denda paling banyak Rp 2 miliar. Selain itu, pelaku usaha juga 
dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa perampasan barang tertentu, 
pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah 
penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian 
konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran pencabutan izin 
usaha. 
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B. Upaya Perlindungan Hukum  dalam Endorsement Ilegal. 
1. Hukum Untuk Produk atau jasa yang Melanggar Hukum. 
  Artis yang memprmosikan kosmetik palsu memang tidak 
bisa di jerat  dengan Undang-undang. Tetapi perbuatan artis yang 
mempromosikan  kosmetik palsu tersebut dapat di katakan merugika 
konsumen. Meskipun Artis mempromosikann kosmentik palsu yang 
menyebabkann kerugian konsumen namun ia tidak dapat serta merta 
dipidana dan dimintai pertanggung jawabanya karena pihak yang 
sepenuhnya bertanggung jawab adalah pelaku usaha, Pelaku usaha 
menggunakan jasa orang lain untuk menyebarkan Video Endorse. Jika 
pelaku usaha kemudian menggunakan jasa orang lain untuk menyebarkan 
Video Endorse tersebut, tetap pelaku usahalah yang harus bertanggung 
jawab sebagai pihak yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan 
mengiklankannya secara tidak benar. 
 Kosmetik yang beredar wajib memenuhi standar dan atau persyaratan 
keamanan, manfaat dan mutu. Konsumen yang dimaksud disini adalah 
pengguna produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya dan 
dapat membahayakan kesehatan. Pelaku usaha yang dimaksud adalah orang 
atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan 
hukum baik produsen, agen, sales, pengecer yang berhubungan dengan 
produk kosmetik. Demikian Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
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nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) sangat diperlukan guna sebagai pelindung 
bagi konsumen. Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan perlindungan 
konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum 
untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Banyak pelaku usaha yang 
menjual dan mengedarkan produk kosmetik berbahaya secara bebas baik 
menjual pada kios di pasar, toko, swalayan, maupun secara online yang 
tidak memenuhi standar kemanan dan mutu yang telah diatur sebagaimana 
mestinya. Apabila konsumen melakukan pengaduan akan segera 
ditindaklanjuti dan identitas konsumen akan dirahasiakan, tetapi tidak 
diketahui mengapa konsumen sangat jarang menempuh jalur-jalur tersebut 
apakah karena konsumen tidak mengetahui aturannya atau karena 
konsumen takut akan kerahasiaan identitasnya maupun faktor lainnya.  
Peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen sudah 
sangat memadai karena telah mencakup perlindungan terhadap hak-hak 
konsumen. Peraturan perundangan yang mengatur mengenai perlindungan 
konsumen telah mencakup seluruh aspek perlindungan terhadap konsumen, 
sehingga konsumen dapat lebih diuntungkan. Akan tetapi peraturan 
perundangan yang ada pada pelaksanaannya masih sangat kurang, seperti 
dalam berperkara konsumen masih memerlukan waktu yang lama serta 
biaya yang cukup banyak. Oleh karena itu, pada pelaksanaannya konsumen 
masih dirugikan sehingga konsumen belum mendapatkan perlindungan 
secara memadai. 
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2. Perlindungan Hukum Bagi Artis yang Di Endorsement Ilegal. 
  Meskipun artis mempromosikan kosmetik palsu yang menyebabkan 
kerugian konsumen namun ia tidak dapat serta merta dipidana dan dimintai 
pertanggung jawabannya karena pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab 
adalah pelaku usaha. Lagi pula belum tentu artis tersebut mengetahui bahwa 
kosmetik yang ia promosikan tersebut adalah kik yang tidak berizin (palsu). 
 Pelaku usaha menggunakan jasa orang lain untuk menyebarkan 
brosur. Jika pelaku usaha kemudian menggunakan jasa orang lain untuk 
menyebarkan brosur tersebut, tetap pelaku usahalah yang harus bertanggung 
jawab sebagai pihak yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan 
mengiklankannya secara tidak benar.Seorang pelaku usaha mengiklankan 
produknya secara tidak benar yang kemudian menimbulkan kerugian bagi 
konsumen karena barang dan/atau jasanya tidak sesuai dengan yang 
diiklankan, perbuatan tersebut termasuk tindak pidanaa. 
 Selain itu, pelaku usaha tersebut wajib memberikan kompensasi, 
ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima 
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Jika artis 
melakukan endorse produk dengan itikad baik sehingga akibat kosmetik 
palsu tersebut nama baiknya dirugikan, maka ia dapat menggugat si pelaku 
usaha yang menggunakannya sebagai objek promosi atas tindakan 
Perbuatan Melawan Hukum. 
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3. Akibat Hukum Artis Mempromosikan Produk Ilegal. 
 Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen UU Perlindungan Konsumen adalah 
kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau 
jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa 
yang akan dan sedang di perdagangkan. Barang dan/atau jasa yang 
memenuhi kriteria di atas dilarang untuk diperdagangkan. Pelaku usaha 
yang melakukan pelanggaran dalam mempromosikan barang/ jasa dengan 
cara-cara di atas dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan 
pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut. 
 Lebih jauh, dalam menawarkan barang dan/atau jasa ini, pelaku 
usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 
diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan 
atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan. Jika pelaku 
usaha melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka ia dapat 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda 
paling banyak Rp 2 miliar. Selain itu, pelaku usaha juga dapat dijatuhkan 
hukuman tambahan, berupa : 
a. perampasan barang tertentu; 
b. pengumuman keputusan hakim; 
c. pembayaran ganti rugi; 
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d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan 
timbulnya kerugian konsumen; 
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau 
f. pencabutan izin usaha. 
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BAB IV 
PENUTUP 
i. Kesimpulan  
1. Konsumen juga berhak mendapatkan kepastian hukum yang sudah 
tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 
Tahun 1999 (UUPK) Pasal 1 angka 1 menyatakan perlindungan 
konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum 
untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 
2. Berdasarkan hasil penelitian dari analisis Perlindungan Hukum Bagi 
Artis yang di Endorse barang Ilegal dapat di simpulkan bahwa suatu 
barang atau jasa telah terbukti melanggar ketentuan yang ada misalnya 
Palsu Atau Ilegal, pelaku usaha jelas dikenakan sanksi, meskipun artis 
mempromosikan kosmetik palsu yang menyebabkan kerugian 
konsumen namun ia tidak dapat serta merta dipidana dan di mintai 
pertanggung jawabannya karena pihak yang sepenuhnya bertanggung 
jawaban adalah pelaku usaha karena belum tentu artis tersebut 
mengetahui bahwa kosmetik yang ia promosikan tersebut adalah 
kosmetik yang tidak berizin atau palsu 
3. Jika masyarakat menggugat artis, yaitu dengan mengajukan gugatan 
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Gugatan tersebut 
dilakukan untuk menguji itikad baik dari artis yang 
bersangkutan dalam melakukan promosi, untuk itu penting untuk 
mengedepankan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam menguji 
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asas itikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian perihal promosi 
yang dilakukan artis dengan pelaku usaha. 
B. Saran 
1. Konsumen selaku pembeli yang ingin melakukan pembelian melalui 
media instagram atau online agar lebih berhati-hati dalam memilih 
produk, Pembeli sebaiknya bertanya apabila ada risiko-risiko yang akan 
di tanggung.  
2. Seharusnya pihak menegement artis sudah mempelajari kontrak yang 
diajukan kepadanya oleh pelaku usaha. Serta mempelajari dan 
mengetahui barang yang diendorse. Serta kedua bela pihak yang ada 
dalam perjanjian mengikuti aturan perjanjian serta asas – asas yang 
berkaitan. 
3. Pemerintah, perlu melakukan monitoring dan evaluasi yang 
berkesinambungan khususnya Departemen Kesehatan, BPOM dan 
Departemen Perdagangan, atau membentuk komisi khusus pengawasan 
perdagangan online yang bertujuan untuk monitoring dalam bidang 
perdagangan online. 
4. Perlu adanya perhatian pemerintah dan Ahli hukum untuk membuat 
buku baku perjanjian yang menggunakan Teknologi Informasi. 
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